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Tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas merupakan 

permasalahan serius yang memerlukan perlindungan hukum khusus, mengingat 

kondisi korban yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental sehingga berada 

pada posisi yang sangat rentan. Anak penyandang disabilitas sering mengalami 

kesulitan dalam mengakses keadilan serta menyampaikan peristiwa yang 

dialaminya, sehingga memerlukan pendampingan dan perlindungan yang optimal 

dari lembaga terkait. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(PPPA) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak 

penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, baik 

dalam bentuk pendampingan hukum, pendampingan psikologis, maupun 

pemulihan korban. Bagaimana peran Dinas PPPA dalam memberikan 

perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak penyandang 

disabilitas di Kota Bandar Lampung, serta faktor-faktor yang menghambat 

pelaksanaan perlindungan tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan 

pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh 

melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu 

petugas Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, aparat Unit Pelayanan Perempuan 

dan Anak (PPA) Polresta Bandar Lampung, serta akademisi hukum pidana. Data 

yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh 

gambaran yang komprehensif mengenai peran perlindungan yang dilakukan oleh 

Dinas PPPA. 
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Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran Dinas PPPA 

terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak penyandang disabilitas telah 

dilaksanakan melalui berbagai bentuk perlindungan, antara lain pendampingan 

hukum selama proses penyidikan dan persidangan, pendampingan psikologis 

untuk memulihkan kondisi mental korban, serta koordinasi dengan aparat penegak 

hukum dan instansi terkait. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut belum 

berjalan secara optimal karena adanya beberapa hambatan, seperti keterbatasan 

sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung yang ramah disabilitas, 

rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas, 

serta kendala komunikasi dalam proses pemeriksaan korban. Hambatan-hambatan 

tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas 

sebagai korban tindak pidana pencabulan belum sepenuhnya efektif. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 

melalui pelatihan khusus terkait penanganan anak penyandang disabilitas, 

melengkapi sarana dan prasarana pendukung yang ramah disabilitas, serta 

memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Selain 

itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 

mengenai hak-hak anak penyandang disabilitas serta pentingnya perlindungan 

terhadap korban tindak pidana pencabulan, agar perlindungan hukum yang 

diberikan dapat berjalan secara lebih efektif dan berkeadilan. 

 

Kata kunci: Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Dinas PPPA 
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THE ROLE OF THE OFFICE OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND 

CHILD PROTECTION IN SUPPORTING VICTIMS OF CHILD 

MOLESTATION CRIMES WITH DISABILITIES 

 

(A Case Study in Bandar Lampung City) 

 

 

By 

 

NADIA ARTHA AULIA 

 

 

 

The criminal act of sexual abuse against children with disabilities is a serious 

issue that requires special legal protection, considering the condition of the 

victims who have physical or mental limitations and are therefore in a highly 

vulnerable position. Children with disabilities often face difficulties in accessing 

justice and reporting the incidents they experience, thus requiring optimal 

assistance and protection from relevant institutions. The Office for the 

Empowerment of Women and Child Protection (PPPA) plays an important role in 

providing protection for children with disabilities who are victims of sexual 

abuse, whether in the form of legal assistance, psychological support, or victim 

recovery. What is the role of the PPPA Office in providing protection for victims 

of sexual abuse among children with disabilities in Bandar Lampung City, and 

what factors hinder the implementation of such protection. 

The research method used is normative juridical research with a statutory 

approach and case approach. Data were obtained through literature studies and 

interviews with relevant parties, namely officials of the Bandar Lampung City 

PPPA Office, officers of the Women and Children Service Unit (PPA) of the 

Bandar Lampung Police Department, as well as criminal law academics. The 

data obtained were then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive picture 

of the protection role carried out by the PPPA Office. 
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The results of the research and discussion indicate that the role of the Office for 

Women‟s Empowerment and Child Protection (Dinas PPPA) towards victims of 

sexual abuse crimes against children with disabilities has been carried out 

through various forms of protection, including legal assistance during the 

investigation and trial process, psychological support to restore the victim's 

mental condition, and coordination with law enforcement officials and relevant 

agencies. However, the implementation of such protection has not been fully 

optimal due to several obstacles, such as limited human resources, lack of 

disability-friendly supporting facilities, low public understanding of the rights of 

people with disabilities, and communication difficulties during the victim 

examination process. These obstacles have resulted in legal protection for 

children with disabilities as victims of sexual abuse crimes not yet being fully 

effective. 

 

Based on the results of the study, it is recommended that the Office for the 

Empowerment of Women and Child Protection enhance human resource capacity 

through specialized training related to handling children with disabilities, 

complete supportive facilities and infrastructure that are disability-friendly, and 

strengthen coordination with law enforcement officers and relevant agencies. In 

addition, efforts are needed to increase socialization and education to the public 

regarding the rights of children with disabilities and the importance of protection 

for victims of sexual abuse crimes, so that the legal protection provided can be 

more effective and fair. 

. 

Keywords: Child, Sexual Abuse Crime, Office of Women Empowerment and 

Child Protection 
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MOTTO 

 

“Allah tidak membebanimu seseorang melakukan sesuai dengan kesanggupannya 

Dia mendapat (pahala) dari (Kebajikan) dan mendapat (Siksa) dari (Kejahatan) 

yang diperbuatnya” 

(Q.S Al-Baqarah: 286) 

 

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa 

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 

 

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan tidak akan pernah 

menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 

melewatkanku” 

(Umar Bin Khattab) 

 

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju.” 

(Nadia Artha Aulia) 

  



 

PERSEMBAHAN 

 

    ﷽ 
 

Dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-nya dan 

dengan segala kerndahan hati, kupersembahkan Karya Skripsi ini Kepada: 

Kedua Orang Tua ku Tercinta 

Papah dan Mamah 

Papah dan Mamah ku tercinta dan tersayang yang selalu memberikan cinta dan kasih 

sayang, dukungan, semangat dan doa-doa yang tiada hentinya, selalu menguatkkan, 

dukungan dan keikhlasan mamah dan papah menjadi kekuatan terbesar yang 

mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dan menjadi salah satu 

wujud bakti kepada papah dan mamah, Semoga Allah SWT selalu memberikan 

kesehatan Panjang umur dan kebahagian untuk papah dan mamah ku tercinta 

Embah dan Nenek 

Kepada Embah dan Nenek ku tersayang Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang 

tak pernah berkurang yang selalu menguatkan, menesahati, serta doa-doa yang tulus 

yang terus mengiringi setiap langkah penulis hingga sampai tahap ini. 

 

Almamater tercinta Universitas Lampung 

Fakultas Hukum khususnya Bagian Hukum Pidana 
  



 

SAN WANCANA 

 

Alhamdulillāhirabbil „ālamīn, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan dan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “PERAN DINAS 

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP 

KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK PENYANDANG 

DISABILITAS (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)” disususun sebagai 

salah satu syarat memeperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 

ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor 

Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

3. Ibu Dr. Maya Shafira., S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

4. Bapak Muhammad Farid., S.H., M.H, selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

5. Ibu Firganefi., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan 

waktu nya untuk membimbing, memberikan saran, masukan dan pengarahan 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

6.  Ibu Dr. Rini Fathonah., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II Yang telang 

memberikan waktu luangnya untuk membimbing, memberikan kritik, saran, 

ide pemikiran, serta motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi 

ini. 



 

7. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang telah 

mengevaluasi, meberikan saran, dan kritik, saran, masukan, memotivasi, dan 

pengarahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. 

8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah 

mengevaluasi, memberikan saran, dan krtik, serta masukan, motivasi, dan 

pengarahan terhadap kepada penulis selama penulis skrispi ini. 

9. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum dan bagian hukum pidana Universitas 

Lampung yang telah meluangkan waktu guna memberikan ilmu pengetahuan 

dan bimbingan serta pengalaman kepada penulis. 

10. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Terutama staf 

bagian Hukum Pidana Mba dewi, Mba Yanti dan Mba Tika yang selalu 

membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian. 

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Ibu Brigpol Eriskha, S.H., Ibu Tri 

Ismanti S.E., M.M., Bapak Dr. Heni Siswanto., S.H., M.H., yang telah 

membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan 

dalam penulisan skripsi ini. 

12. Sangat teristimewah untuk kedua Orangtua ku Ayahanda M.Nufus yang aku 

yakini dan aku rasakan doa serta kasih sayangnya, Ibunda Nuraini yang tiada 

hentinya mendoakan setiap harinya, mencurahkan kasih sayang, mendukung, 

serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku. Terimakasih papah dan 

mamah atas pengorbanan yang tiada tara. Insyaallah putri kecilmu ini kelak 

akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan kebanggan sesuai apa yang 

diharapkan. 

13. Kepada Embah dan Nenek ku tersayang terimakasih atas doa, dan nasihat 

yang selalu diberikan dengan penuh ketulusan serta dukungan Nenek dan 

Embah menjadi penguat bagi penulisan hingga tahap ini sehingga skripsi ini 

menjadi wujud rasa hormat dan bakti penulis kepada nenek dan embah serta 

membawa keberkahan bagi keluarga. 

14. Adikku tersayang, Nazla Asri Primayasha, yang selalu mencurahkan keceriaan 

untuk membangkitkan semangatku, berbagi tawa keceriaan sederhana yang 

selalu menjadi penyemangat bagi penulis di setiap proses penyusunan skripsi 

ini, skripsi ini dapat menjadi motivasi bagi adik untuk terus rajin belajar, 



 

berani bermimpi, dan tidak mudah menyerah. Semoga Allah SWT senantiasa 

menjaga langkah adik, memberkahi ilmunya, dan mengantarkannya menjadi 

pribadi yang membanggakan keluarga. 

15. Terimakasih teruntuk keluarga besar tercintaku keluarga Papah maupun 

Mamah khususnya keluarga besar empang nenek, uwak-uwak, dan sepupu-

sepupu, khususnya Kayla Radistia sekaligus menjadi sahabat terimakasih telah 

mendoakan, saling mendukung dan memberikan dukungan dalam proses 

penulisan skripsi ini.  

16. Teruntuk sahabat ku Meliana Citra teman seperjuanganku dan Sahabat 

Merwanda, terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang 

senantiasa diberikan, serta atas kesediaan untuk saling membantu di saat saya 

kesulitan dan memberi semangat dalam proses penulisan skripsi ini semoga 

persahabatan ini terus terjaga dan Allah SWT senantiasa memberi kebahagian 

untuk kita. 

17. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan ku dari awal perkuliahan dan sampai 

tahap ini khususnya cewek Tangguh ara, dara, vina, dianca, elya, dan gita 

yang telah memberikan cerita dan kisah selama di perkuliahan, terimakasih 

atas dukungan, motivasi dan kebahagian semoga persahabatan yang telah kita 

jaga ini terus menurus dan semoga kita menjadi orang yang sukses.  

18. Sahabat Perjuangan selama perkuliahan Tias eka putri, Aninda faricha, Dwi 

Ayu Wulandari dan teman-teman lainnya yang tidak saya sebutkan satu 

persatu. Terimakasih atas doa, support, serta saling menguatkan satu sama lain 

semoga kebersamaan dan perjuangan ini menjadi kenangan berharga serta 

membawa kebaikan bagi langkah kita ke depan. 

19. Kepada Teman-teman KKN desa Margajasa Andre, Athaya, Fitri, Jihan, Ziro, 

dan Raka Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang 

saling diberikan selama masa KKN hingga proses penulisan skripsi ini. 

Semoga kebersamaan dan perjuangan yang telah dilalui bersama menjadi 

kenangan berharga serta membawa kebaikan dan kesuksesan bagi kita semua. 

20. Terimakasih Sahabat-sahabat PMII yang telah memberikan pengalaman yang 

sangat berharga dan tumbuh berkembang. Terima kasih atas proses belajar dan 



 

nilai-nilai keilmuan serta keislaman yang telah membentuk penulis selama 

masa perkuliahan. 

21. Kepada seseorang yang tidakku tuliskan dan kusebutkan namanya. 

Terimakasih karena telah tertulis di lahul Mahfuz, jauh sebelum diciptakan. 

Skripsi ini kutulis sendiri tanpa ditemani pria manapun dan tidak ada sosok 

laki-laki yang mendampingi prosesku kecuali papahku dan embahku, tidak 

ada cerita cinta yang mendramatisi, hanya aku, doaku dan Allah yang 

senantiasa membersamai setiap perjuangan dalam pendidikanku. Aku 

berharap kita akan dipertemukan di waktu yang terbaik menurut takdir, kelak 

akan ku ceritakan pahitnya perjuanganku dan bangganya aku terhadap 

perjalaan hidupku. Siapapun kamu, semoga suatu hari kamu menjadi laki-laki 

beruntung itu. Semoga Allah senantiasa menjagamu. See you, until we meet, 

my future husband. Datanglah dengan keberanian dan seluruh hatimu. 

22. Kepada sosok wanita kuat yang selama ini diam-diam berjuang tanpa 

hentinya, seseorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan 

impian besar. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri 

Nadia Artha Aulia, yang berusia 21 tahun merupakan anak perempuan 

pertama dan harapan orangtuanya. Terimakasih telah hadir didunia ini, telah 

bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta 

hadirkan Terimakasih karena tetap menjadi dirimu sendiri, aku bangga atas 

setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin 

tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan 

apa yang semesta berikan, tetap belajarlah menerma dan mensyukuri apa yang 

kamu dapatkan. Jangan Lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun 

kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu sendiri dan sosok yang 

bermanfaat untuk orang lain dan untuk dirimu sendiri. Aku berdoa semoga 

langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingan orang-orang baik dan hebat, 

serta mimpimu satu persatu akan terjawab Aamiin. 

23. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak 

kenangan, ilmu teman, dan sampai aku menjadi seseorang berguna bagi 

almamater dan negeriku 

 



 

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan semua pihak yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebaikan kalian semua dukungan doa, 

bantuan serta waktu yang diberikan untuk penulis sehingga terselesaikan skripsi 

ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan keberkahan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat bermanfaaat dan menambah 

wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnyahukum pidana. 

 

 

Bandar Lampung, 11 Maret 2026 

    Penulis  

 

 

Nadia Artha Aulia 

 

 



 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 
I.   PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah ................................................................................. 1 

B.  Permasalahan dan Ruang Lingkup .................................................................. 7 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian .................................................................... 8 

E.  Sistematika Penulisan ................................................................................... 13 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

A.  Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .................................................. 15 

B.  Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual ...................................... 18 

C.  Pengertiaan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas ........................... 23 

D.  Dasar Hukum yang Melindungi tentang Perempuan dan Anak ..................... 29 

E.  Pengertian Peran dan Fungsi Dinas PPPA ..................................................... 33 

F.  Teori Peran ................................................................................................... 37 

G.  Teori Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ............. 39 

 

III. METODE PENELITIAN 

A.  Pendekatan Masalah ..................................................................................... 44 

B.  Sumber dan Jenis Data .................................................................................. 44 

C.  Penentuan Narasumber ................................................................................. 46 

D.  Prosedur dan Pengolahan Data ...................................................................... 47 

E.  Analisis Data................................................................................................. 48 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap 

Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Penyandang Disabilitas ............... 49 

B.  Faktor-Faktor Penghambat Peran Dinas Perlindungan Dinas PPPA Terhadap 

Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Penyandang Disabilitas ............... 70 

 



 

V. PENUTUP 

A. Simpulan ....................................................................................................... 86 

B. Saran ............................................................................................................. 87 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 





1 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kekerasan seksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan 

pengertian kekerasan yang terbatas pada kekerasan fisik. Maka, kekerasan dapat 

diartikan sebagai setiap perbuatan yang berpotensi merugikan secara fisik 

seseorang, mengakibatkan kematiannya, atau menimbulkan kerusakan harta 

bendanya. Istilah kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua 

kata, yaitu “vis” yang artinya (daya, kekuatan) dan “latus” artinya (membawa), 

yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Maka, kekerasan 

dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang berpotensi merugikan secara fisik 

seseorang, mengakibatkan kematiannya, atau menimbulkan kerusakan harta 

bendanya.
1
 Kejahatan merupakan Tindak pidana seksual berakaitan dengan 

bernuansa seksual seperti menyentuh, mencium, atau melakukan tindakan lain 

kearea intim yang tidak dihendaki oleh korban. 

 

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial yang terus menerus di 

Indonesia yang perlu ditangani secara menyeluruh. Kekerasan sendiri dapat 

datang dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun psikis, termasuk kekerasan 

seksual.
2
  Kekerasan seksual pada anak sering terjadi dilakukan dilingkungan 

Masyarakat yang sangat memberikan dapak negative pada anak-anak yang 

seharusnya menjadi tempat teraman bagi anak-anak. Kekerasan seksual bukan 

hanya dialami oleh masyarakat pada umumnya, tetapi juga menjadi ancaman 

serius bagi penyandang 

                                                             
1 Jaìyaìnti, Normaìlitaì Dwi. (2018). Pìerlindìungaìn Hìukìum Tìerhaìdaìp Korbaìn Pìelìecìehaìn Sìeksìuaìl Di 

Daììeraìh Istimìewaì Yogyaìkaìrtaì Daìlaìm Pìerspìektif Hìukìum Haìk Asaìsi Maìnìusiaì. 6 (4), 40–71 
2Mìuftiningrìum, A. T. M. R., & Hìerowaìti, N. R. (2025). Pìeraìn Unit Pìelaìyaìnaìn Pìerìempìuaìn daìn 

Anaìk (PPA) Daìlaìm Pìenaìngaìnaìn Kaìsìus Kìekìeraìsaìn Tìerhaìdaìp Anaìk Taìhìun 2024. Joìurnaìl of Politic 

aìnd Govìernmìent Stìudiìes, 14(3), 266-286. 
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disabilitas. Kondisi disabilitas yang dimiliki seringkali membuat mereka berada 

pada posisi yang lebih rentan terhadap tindak kekerasan, termasuk pelecehan dan 

eksploitasi seksual. 

 

Penyandang Disabilitas di atur dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016, yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 

memberikan Perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang 

disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” dan Pasal 59 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang 

menyatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara 

lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan 

Khusus kepada Anak”. Dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

penyandang disabilitas pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Perlindungan Khusus Anak 

Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak 

penyandang disabilitas untuk memenuhi hak haknya dan mendapatkan jaminan 

rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh 

kembangnya”.
3
 

 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 bahwa kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual fisik maupun non fisik, 

pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilissi, pemaksaan perkawinan, penyiksan 

seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis 

elektronik. Selain itu, meliputi perkosaan, perbuatan cabul,  persetubuhan seksual 

terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan 

kehendak korban, pornografi anak atau yang secara eksplisit memuat kekerasan 

dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang 

yang bertujuan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah 

tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan 

tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai 

kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan. 

                                                             
3 Al Fiqry, A. A., & Widowaìty, Y. (2021). Anaìlisis tìerhaìdaìp faìktor pìenyìebaìb daìn pìerlindìungaìn 

tindaìk pidaìnaì pìerkosaìaìn tìerhaìdaìp aìnaìk pìenyaìndaìng disaìbilitaìs. Indonìesiaìn Joìurnaìl of Criminaìl 

Laìw aìnd Criminology (IJCLC), 2(2), 103-114. 
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Kekerasan seksual terhadap pada anak telah mendapatkan sorotan dari masyarakat 

dalam tahun terakhir ini awal tahun 1 Januari 2025 menurut data kementerian 

perempuan dan anak jumlah kasus sekitar 10.034.
4
 Tindak kekerasan yang artinya 

menimpa anak-anak Indonesia semakin meningkat kasus kekerasan seksual 

Dalam beberapa kasus, pelaku tindak kekerasan seksual justru berasal dari 

lingkungan terdekat korban, yaitu tetangga nya sendiri orang yang seharusnya 

menjaga hubungan sosial yang baik dan memberikan rasa aman bagi anak di 

lingkungannya, justru melakukan perbuatan yang merugikan. Tindakan ini tidak 

hanya mencederai kepercayaan sosial, tetapi juga memberikan dampak yang 

sangat buruk terhadap perkembangan anak, baik dari sisi fisik, psikologis, 

maupun sosial.  

Menurut World Health Organization kekerasan terhadap anak mencakup semua 

bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, 

penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan 

kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks 

hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat 

berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis.
5
 

Perlakuan seksual yang tidak semestinya terhadap anak-anak dan kekerasan 

terhadap mereka semakin dianggap sebagai masalah yang sangat merugikan 

kesehatan mental pada anak. Pelecehan seksual pada anak data menyebabkan 

dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Pemerintah 

harus bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya pada korban 

kekerasan seksual harus adanya Perlindungan hukum agar melindungi anak dari 

Tindak kekerasan seksual.  

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah bagian dari Satreskrim yang 

bertugas menangani laporan tindak pidana dari masyarakat. Selain menangani 

                                                             
4 Kìemìentìeriaìn Pìerìempìuaìn daìn aìnaìk,  SIMFONI-PPA, di aìksìes paìdaì taìhìun 2025 
5Hidaìyaìt, A. (2021). Kìekìeraìsaìn tìerhaìdaìp aìnaìk daìn pìerìempìuaìn. AL-MURABBI: Jìurnaìl Stìudi 

Kìepìendidikaìn daìn Kìeislaìmaìn, 8(1), 22-33. 

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
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kasus-kasus pidana umum, unit ini berfokus pada pemberian layanan 

perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
6
 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merupakan 

instansi pemerintah daerah yang memiliki peran dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap anak. Lembaga ini 

berfokus pada upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak-hak 

anak, dan pencegahan berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi.
7
 

Fenomena pada akhir tahun 2024 pada bulan Desember salah satu kasus 

kekerasan seksual yang telah di tangani oleh Unit PPA Polresta Bandar Lampung 

dan di damping oleh Dinas PPPA Kota Bandar Lampung. Kasus ini terjadi di 

wilayah kota Bandar Lampung Pencabulan terhadap anak merupakan 

permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, 

termasuk aparat penegak hukum dan peran Dinas PPPA dan Unit PPA. Kasus 

yang menimpa pada anak tunawicara di Bandar Lampung menjadi salah satu 

contoh nyata bagaimana anak-anak dengan disabilitas menjadi kelompok rentan 

terhadap tindakan kekerasan seksual. 

Kronologis kasus kekerasaan seksual yang terjadi di wilayah Kecamatan Teluk 

Betung Selatan Kelurahan Pesawahan Kota Bandar Lampung anak berusia 11 

Tahun yang berinisial AM sedang bermain di halaman rumah nya dengan kondisi 

sepi dirumah karena ayah nya sedang bekerja korban tinggal dengan orangtua 

tunggal maka dititipkan oleh tetangga. Pada siang hari korban yang sedang asik 

bermain sendiri dihalaman rumahnya ada seorang pria lajang berusia 47 tahun 

yaitu pelaku yang berinisal MS warga pesawahan pelaku merupakan tetangga 

samping rumahnya. “Pelaku MS memanggil korban AM dan meminjamkan 

handphone agar bisa memain game. Di lokasi sepi ini, MS langsung mencabuli 

hingga menyetubuhi korban AM tersebut di kandang ayam untuk melampiaskan 

nafsu birahinya, pelaku memanfaatkan kondisi korban anak berkebutuhan khusus 

tunawicara”. "Pelaku MS tak menyadari bahwa aksinya terhadap korban AM 

diketahui oleh tetangganya yang dengan cepat langsung merekam perbuatan 

Pelaku MS tersebut menggunakan kamera handphone."Atas dasar rekaman 

tersebut, peristiwa ini diberitahukan tetangganya ke orang tua dan dilaporkan ke 

polresta Bandar Lampung. Membuat BAP pada malam hari dan pada malam hari 

itu polisi beregegas mengamankan pelaku MS, Usai diamankan dan diperiksa 

intensif, pelaku MS mengaku nekat meruda paksa korban lantaran tak kuasa 

                                                             
6 Pìutri, R. N. (2021). Pìenaìngaìnaìn Anaìk Korbaìn Kìejaìhaìtaìn olìeh Unit PPA Saìtrìeskrim Polri. Jìurnaìl 

Hìukìum daìn Pìeraìdilaìn. 
7
 Yìuliaì Hìesti, dkk. (2025). “Pìeraìn Dinaìs Pìembìerdaìyaìaìn Pìerìempìuaìn daìn Pìerlindìungaìn Anaìk 

Tìerhaìdaìp Pìerlindìungaìn Hìukìum Anaìk Korbaìn Eksploitaìsi Ekonomi di Laìmpìung.” Jaìksaì: Jìurnaìl 

Kaìjiaìn Ilmìu Hìukìum daìn Politik. 
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menahan nafsu birahinya. "Motif yang bersangkutan pelaku belum menikah dan 

usia sudah 47 tahun,". hasil pemeriksaan lainnya, menambahkan, pelaku MS juga 

telah berulang kali memperkosa korban AM. Perbuatan asusila ini dilakukan baik 

di teras rumah tetangga, area kebun, hingga kandang ayam. Atas perbuatannya ini, 

pelaku MS dipersangkakan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak." Hakim memutuskan hukuman pidana 14 tahun penjara.
8
 

Berdasarkan kasus tersebut korban kejahatan seksual adalah anak penyandang 

disabilitas berhak mendapatkan Peran dari Dinas PPPA Kota Bandar Lampung 

dan Kepolisian polresta Bandar Lampung dan juga berhak memperoleh pemulihan 

menyeluruh. Hal ini dikarenakan penderitaan yang mereka alami bukan sekadar 

pada aspek fisik, melainkan juga pisikis. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi hak 

yang harus diberikan kepada korban. Dalam kasus kekerasan seksual yang 

melibatkan anak penyandang disabilitas, perbuatan tersebut termasuk dalam 

kategori tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam 

Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Anak. Lebih lanjut, karena korban adalah anak dengan disabilitas, 

maka kasus ini tergolong tindak pidana dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 

59A Undang-Undang Perlindungan Anak, serta korban berhak mendapatkan 

perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

 

Kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus diatas dapat disebabkan adanya 

beberapa faktor salah satunya faktor kejiwaan, yaitu ketika seseorang memiliki 

kondisi mental yang tidak sehat sehingga menimbulkan ketertarikan kepada anak 

dibawah umur dan mendorongnya melakukan tindakan pencabulan. Faktor 

biologis, juga berperan, karena kebutuhan biologis tidak hanya mencakup 

makanan, tetapi kebutuhan seksual ketika kebutuhan seksual seseorang tidak 

terpenuhi hal ini bisa memicu perilaku pencabulan. 

 

                                                             
8  Laìmpìung Vivaì, https://laìmpìung.vivaì.co.id/bìeritaì/4418-traìgis-bìujaìng-laìpìuk-ìusiaì-40-taìhìun-di-

laìmpìung-tìegaì-caìbìuli-aìnaìk-tìunaì-wicaìraì-tìetaìnggaìnyaì, laìmpìung di aìksìes taìnggaìl 27 Dìesìembìer 2024 

pkl.15.14 WIB 

 

https://lampung.viva.co.id/berita/4418-tragis-bujang-lapuk-usia-40-tahun-di-lampung-tega-cabuli-anak-tuna-wicara-tetangganya,%20Lamung
https://lampung.viva.co.id/berita/4418-tragis-bujang-lapuk-usia-40-tahun-di-lampung-tega-cabuli-anak-tuna-wicara-tetangganya,%20Lamung
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Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur sangat 

berdampak trauma pada psikologis dan tumbuh kembangnya anak tersebut. 

Tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia 

baik segi moral, Susila, serta agama, yang dilakukan oleh seseorang baik laki 

maupun perempuan. Pelaku Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur 

dalam KUHP pasal 287-296 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
9
 

 

Pengaturan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pencabulan terhadap 

anak dalam KUHP tercantum dalam Pasal 290, yang memuat ketentuan mengenai 

jenis dan ancaman sanksinya dengan diancam pidana penjara paling lama tujuh 

tahun: 

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal 

diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 

2.  Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima 

belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum 

waktunya untuk di kawin; 

3.  Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya 

harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau 

umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau 

bersentubuh di luar perkawinan dengan orang lain. 

 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur lebih khusus mengenai 

pencabulan anak dalam pasal 76E: 

 

"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, 

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul" 

 

Ancaman pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak Pasal 82 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76 E, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

                                                             
9 Maììulidini, Cìut Laìyli, aìnd Nìursiti Nìursiti. "TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL 

TERHADAP ANAK (Sìuaìtìu Pìenìelitiaìn Di Wilaìyaìh Hìukìum Pìengaìdilaìn Nìegìeri Saìbaìng)." Jìurnaìl 

Ilmiaìh Maìhaìsiswaì Bidaìng Hìukìum Pidaìnaì 4.4 (2020): 714-722. 
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dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Denda paling banyak 

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. 

 

Lembaga yang berperan dalam menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual terhadap Anak adalah Aparat Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. Peranan kepolisian memberikan perlindungan 

dan rasa aman bagi perempuan dan anak yang menjadi korban Tindak pidana 

kekerasan. Peran Dinas PPPA memberikan Perlindungan, pendampingan hukum 

selama proses persidangan. 

 

Berdasarkan Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada efektivitas 

pelaksanaan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta 

aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan 

pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana 

pencabulan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, mengingat masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan 

pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu diperlukan melibatkan peran 

kepolisian dan Dinas PPPA karena dua lembaga ini sangat memiliki fungi 

pelayanan permasalahan didalam lingkungan masyarakat. Adapun Undang -

Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, juga menegaskan 

bahwa memberikan perindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas, 

termasuk anak korban kekerasan. Berdasarkan latar belakang di atas yang telah 

terpapar diatas maka penulis menarik untuk di teliti dalam sebuah proposal skripsi 

yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Penyandang 

Disabilitas” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 
1. Permasalahan 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut diatas, maka penulis 

mengungkapkan rumusan masalah sebagai berikut: 
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a. Bagaimanakah Peran Dinas PPPA Terhadap korban Tindak Pidana 

Pencabulan  Anak Penyandang Disabilitas? 

b. Apakah Faktor – Faktor Penghambat Peran Dinas PPPA Terhadap Korban 

Tindak Pidana Pencabulan Anak Penyandang Disabilitas? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi tiga aspek utama, yaitu aspek hukum, 

substansi, dan hukum pidana. Pada aspek hukum, penelitian berfokus pada kajian 

peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak penyandang 

disabilitas serta kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak. Pada aspek substansi, penelitian menelaah bentuk peran nyata dinas 

tersebut dalam memberikan perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan 

pemulihan bagi korban. Sedangkan pada aspek hukum pidana, penelitian dibatasi 

pada analisis ketentuan pidana terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak 

penyandang disabilitas, termasuk unsur tindak pidana, pertanggungjawaban 

pelaku, dan sanksi yang dikenakan, serta keterkaitan peran dinas dalam proses 

penanganan perkara. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Dinas PPPA terhadap korban 

tindak pidana pencabulan anak penyandang disabilitas. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor Penghambat proses Peran Terhadap Korban 

Tindak Pidana Pencabulan Anak Penyandang Disabilitas di Dinas PPPA 

2. Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis: 

Penelitian ini dapat memberikan pengembangan keilmuan hukum pidana yang 

berkaitan dengan khususnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambahkan 
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wawasan bagi pembaca serta acuan untuk penelilitian lebih dalam mengenai Peran 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Korban 

Tindak Pidana Pencabulan Anak Penyandang Disabilitas. 

 

2. Kegunaan Praktis  

Kegunaan penelitian ini agar dapat memberikan diharapkan bermanfaat sebagai 

bahan evaluasi dan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dalam meningkatkan kualitas perlindungan dan 

pendampingan terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan. Selain 

itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan 

pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi, kebijakan, serta program 

perlindungan anak yang lebih efektif, responsif, dan inklusif. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah sekumpulan konsep yang merupakan hasil pemikiran dan 

abstraksi yang pada dasarnya berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi 

terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai peran 

perlindungan oleh Dinas PPPA. Adapun teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a.  Teori Peran 

Peranan adalah orang yang menjadi atau yang melakukan yang khas atau 

“perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

dimasyarakat”.
10

 Peran merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh 

seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Biasanya, peran tersebut diatur melalui 

ketentuan tertentu yang mencerminkan fungsi dari lembaga atau organisasi 

tersebut. Secara umum, terdapat dua jenis peran, yaitu peran yang diharapkan 

                                                             
10 Dìepaìrtìemìent Pìendidikaìn daìn Kìebìudaìyaìaìn, Kaìmìus Bìesaìr Baìhaìsaì Indonìesiaì, Jaìkaìrtaì: Baìlaìi 

Pìustaìkaì, ìedisi kìedìuaì, 1996, hlm. 751 
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(expected role) dan peran yang dilaksanakan secara nyata (actual role). Dalam 

menjalankan perannya, suatu pihak akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 

dapat menjadi pendukung maupun penghambat pelaksanaannya. 

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status), apabila seseorang melaksankan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. 

Jenis-Jenis peranan ialah:
11

 

a) Peran Normatif yaitu peran yang dilakukan oleh orang atau lembaga 

berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. 

b) Peran Faktual yaitu suatu peran yang dilakukan oleh orang atau lembaga 

berdasarkan pada kenyataan sesungguhnya di lapangan atau kehidupan sosial 

yang terjadi secara nyata. 

c) Peran ideal yaitu peran yang dilakukan oleh orang atau lembaga berdasarkan 

nilai-nilai ideal yang berada di dalam suatu sistem. 

 

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Penegakan hukum tidak hanya mencakup pelaksanaan Perundang-Undangan atau 

keputusan hakim semata. Masalah utama dalam penegakan hukum terletak pada 

berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks karena tidak 

hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Dalam praktiknya, 

penegakan hukum seringkali menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan 

hukum tidak dapat berjalan secara efektif.  

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah utama dalam penegakan 

hukum sesungguhnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-

faktor tersebut, apabila tidak berfungsi dengan baik, justru akan menjadi 

penghambat dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, 

dan kemanfaatan. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang 

                                                             
11 Soìerjono Soìekaìnto, Faìktor-Faìktor yaìng Mìempìengaìrìuhi Pìenìegaìkaìn Hìukìum, Jaìkaìrtaì:PT Raìjaì  

Graìfindo Pìersaìdaì, 2002, hlm. 243. 
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mempengaruhi sekaligus dapat menjadi faktor penghambat dalam penegakan 

hukum, yaitu: 
12

 

1)  Faktor Penegak Hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

tahu kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan 

hukum dan imlementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa 

kebenaran adalah suatu kebejatan penegakan kebeneran tanpa kejujuran adalah 

suatu kemunafikan.  

2) Faktor Sarana dan Fasilitas 

Sarana dan Fasilitas yang mendukung tenaga manusia yang berpendidikan dan 

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keungan yang cukup. 

Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat 

berjalan dengan lancer dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan 

semestinya. 

3) Faktor Masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan, 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan 

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. 

 

4) Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan Indonesia menjadi landasan dalam Perundang-undangan yang 

harus mencerminkan nilai-nilai hukum adat. Dalam proses penegakan hukum, 

semakin selaras peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka penegakan hukum akan menjadi lebih. mudah dilakukan. 

Untuk penegakan hukum yang efektif, tidak hanya institusi penegak hukum 

yang diperlukan, tetapi masyarakat juga harus aktif terlibat dalam proses 

peradilan. Dalam situasi seperti ini, kerja sama antara pemerintah, lembaga 

hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk membangun sistem 

peradilan yang adil dan transparan yang dapat meningkatkan kepercayaan 

                                                             
12 Ibid 
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publik terhadap hukum. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa penegakan 

hukum pidana harus dilihat sebagai suatu sistem yang luas di mana setiap 

pihak memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan 

kepastian hukum. Pendidikan hukum sangat penting untuk meningkatkan 

kesadaran orang tentang hak dan kewajiban mereka. 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah merupakan kerangka penelitian suatu hubungan dan kertkaitan 

antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan 

diteliti. kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail 

tentang suatu topik khusus yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini, 

oleh karena itu, penulisan akan menyajikan konsep yang bertujuan untuk 

menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan. Berikut ini adalah beberapa 

istilah yang di maksud: 

a. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang dilaksanakan yang memilikiarti 

seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di 

masyarakat.
13

 

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah perangkat 

daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Urusan ini termasuk ke dalam urusan wajib non-pelayanan dasar dalam 

Pemerintahan Daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014.
14

 

c. Korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat 

dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar 

batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena 

ketentuan dalam Undang-undang yang menunjuk pada sistem dan 

struktur tertentu.
15

 

                                                             
13 Soìerjono Soìekaìnto, Op.Cit. hlm. 22 
14

 DPPPA Kotaì Baìndaìr Laìmpìung. (2024). “Profil, Tìugaìs, daìn Fìungsi Dinaìs PPPA.” 

Diaìksìes daìri: https://dpppaì.baìndaìrlaìmpìungkotaì.go.id 
15 Agìung Waìhyono daìn Siti Raìhaìyìu, 1953, Tinjaììuaìn Tìentaìng Pìeraìdilaìn Anaìk, Sinaìr Graìphikaì: 

Yogyaìkaìrtaì, hlm. 3. 

https://dpppa.bandarlampungkota.go.id/
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d. Kekerasan Seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual 

yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak 

kepada anak lainnya. Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 

kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau 

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 

e. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam 

kandungan. 

f. Disabilitas adalah merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia, 

yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang setara dengan 

warga negara lainnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena 

itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang 

memperhatikan dan mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas dalam 

berbagai aspek kehidupan masyarakat.
16

 

 

E. Sistematika Penulisan  

Untuk mengetahui dan memahami skripsi secara keseluruhan maka 

sistematikapenulisan sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini memuat latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup, tujuan 

dan kegunaan penilitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika 

penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Merupakan bagian bab ini akan menyajikan tinjauan literatur yang akan 

menguraikan kepustakan penelitian serta memberikan pengertian Tindak pidana 

kekerasan seksual, peran Perlindungan Dinas PPPA didalam bab ini, penjabaran 

                                                             
16 Hidaìyaìt, Raìhmaìd, dkk. (2022). Implìemìentaìsi Pìemìenìuhaìn Haìk Pìenyaìndaìng Disaìbilitaìs daìlaìm 

Pìelaìyaìnaìn Pìublik di Indonìesiaì. Jìurnaìl Kìebijaìkaìn Pìublik. 
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bersifat secara teoritis dan berfokus pada kepustakaan konseptual, yang 

mencakup tinjuan umum mengenai kasus pencabulan pada anak disabilitas. 

III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bagian didalam bab ini yang akan menguraikan tentang pendekatan 

masalah, sumber data dan jenis data, sumber data/informasi, metode 

pengumpulan data dan serta analisis data. 

IV. PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan bagian kajian permasalahan yang berkaitan penelitian 

gambaran umum tentang faktor- faktor penelitian, hasil data, maupun temuan 

penelitian pada studi kepustakaan dan studi lapangan 

 

V. PENUTUP 

Bab ini bagian bab penutup yang merupakan bagian kesimpulan yang berisikan 

kesimpuan hasil daripembahsan dan penelitian yang berkaitkan dengan 

permasalahan dalam skripsi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

Pengertian atau defenisi Tindak Pidana dalam bahasa Belanda diterjemahkan 

dengan “strafbarfeit”, yang secara teoritis merupakan kreasi dari pada ahli hukum 

Belanda dan Indonesia hingga saat ini.
17

 Tindak Pidana dikenal “Sebagai istilah 

strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 

mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu 

undang-undang mempergunakan stilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana 

atau tindak pidana.” 

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk 

setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat 

oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan 

lain dari pada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Istilah Tindak 

Pidana “Merupakan terjemahan dari strafbaar feit, di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelas dengan yang dimaksud 

strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang 

berasal dari Bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatas 

delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 

karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak Pidana).” 
18

 

Menurut beberapa para ahli mengenai tindak pidana yaitu:
19

 

1) Menurut Pompe “strafbaar feit” secara teoretis dapat merumuskan sebagai 

suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 

sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 

                                                             
17

 Raìsyid Arimaìn daìn Faìhmi Raìghib, Hìukìum Pidaìnaì, Sìetaìraì Prìess, Jaìtim, 2016, hlm.58 
18 Sìudaìrsono, Kaìmìus Hìukìum, PT. Rinìekaì Ciptaì, Jaìkaìrtaì,2007, hlm.92 
19 Erdiaìnto Effìendi, Hìukìum Pidaìnaì Indonìesiaì – sìuaìtìu pìengaìntaìr, PT. Rìefikaì Aditaìmaì, 

Baìndìung,2014, hlm. 97-98. 
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dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 

2) Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar 

larang tersebut. Perbuatan tersebut harus pula di serahkan oleh masyarakat 

sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh 

masyarakat. 

3) Simons, “strafbaar feit” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum 

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh 

undang undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak yang dapat diukum.” 

4) E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering 

juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuata handelen atau doen 

positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan 

yang ditimbulkan karena perbuatan yang melalaikan itu). 

5) Van Hamel merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai “suatu serangan atau 

ancaman terhadap hak-hak orang lain.” 

Tindak pidana adalah mìerìupakan sìuat ìu dasar yang pokok dalam mìenjat ìuhi pidana 

pada orang yang t ìelah mìelakìukan pìerbìuatan pidana atas dasar pìertanggìung 

jawaban sìesìeorang atas pìerbìuatan yang t ìelah dilakìukannya, tapi sìebìelìum it ìu 

mìengìenai dilarang dan diancamnya sìuat ìu pìerbìuatan yait ìu mìengìenai pìerbìuatan 

pidanya sìendiri, yait ìu bìerdasarkan azas lìegalitas (Principlìe of lìegality) asas yang 

mìenìent ìukan bahwa tidak ada pìerbìuatan yang dilarang dan diancam d ìengan pidana 

jika tidak dit ìent ìukan t ìerlìebih dahìulìu dalam pìerìundang-ìundangan, biasanya ini 

lìebih dikìenal dalam bahasa latin sìebagai Nìullìum dìelict ìum nìulla po ìena sin ìe 

praìevia lìegìe (tidak ada dìelik, tidak ada pidana tanpa p ìeratìuran lìebih 

dahìulìu), ìucapan ini bìerasal dari von f ìeìurbach, sarjana hìukìum pidana Jìerman. 

Adapìun Unsìur-ìunsìur tindak pidana dapat dibìedakan dari dìua sìudìut pandang, yait ìu 

sìudìut pandang t ìeoritis yang mìencìerminkan pandangan para ahli hìukìum, dan sìudìut 

pandang ìundang-ìundang yang bìerkaitan dìengan bagaimana pìerbìuatan it ìu 

dirìumìuskan dalam pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu. Sìecara t ìeoritis, 
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pìengìertian tindak pidana didasarkan pada pandangan dan p ìendapat para ahli 

hìukìum. Adapìun dari sìudìut pandang ìundang-ìundang, tindak pidana mìerìupakan 

pìerbìuatan yang t ìelah dirìumìuskan sìecara tìegas sìebagai tindak pidana dalam 

kìetìent ìuan pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan. 

Unsìur-Unsìur tindak pidana mìenìurìut bìebìerapa t ìeoritis, yait ìu: 

 Mìenìurìut Simons, ìunsìur-ìunsìur tindak pidana adalah:
20

 

a. Pìerbìuatan manìusia (positif ataìu nìegativìe, bìerbìuat ataìu tidak bìerbìuat ataìu 

mìembiarkan) 

b. Diancam dìengan pidana (Statbaar gìestìeld) 

c.  Mìelawan hìukìum (onrìechtmatig) 

d. Dilakìukan dìengan kìesalahan (mìet schìuld in vìerband stand) 

e. Olìeh orang yang mampìu bìertanggìung jawab (tìeorìekìening svatoaar 

pìerson) 

Mìenìurìut R. Trìesna, Unsìur-Unsìur tindak pidana adalah: 

a. Pìerbìuatan / rangkaian pìerbìuatan manìusia 

b. Yang bìert ìentangan dìengan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan 

c. Diadakan tindakan hìukìum 

Mìenìurìut Moìeljatno, ìunsìur-ìunsìur tindak pidana adalah: 
21

 

a. Pìerbìuatan 

b. Yang dilarang (olìeh atìuran hìukìum)  

c. Ancaman Pidana (bagi yang mìelanggar larangan) 

Unsìur rìumìusan-rìumìusan t ìertìent ìu dalam kitab ìundang-ìundang hìukìum pidana it ìu, 

dapat dikìetahìui adanya 11 ìunsìur tindak pidana, yaitìu:
22

 

a. Unsìur tingkah lakìu 

b. Unsìur mìelawan hìukìum 

c. Unsìur kìesalahan 

d. Unsìur akibat konstitìutif 

e. Unsìur kìeadaan yang mìenyìertai  

f.  Unsìur syarat tambahan ìunt ìuk dapatnya dit ìunt ìut pidana 

g. Unsìur tambahan ìuntìuk mìempìerbìerat pidana 

h. Unsìur syarat tambahan ìunt ìuk dapatnya dipidana 

i. Unsìur objìek hìukìum tindak pidana 

j. Unsìur syarat tambahan ìunt ìuk mìempìeringan pidana 

 

                                                             
20

 Maìhrìus Ali, Daìsaìr-Daìsaìr Hìukìum Pidaìnaì, Sinaìr Graìfikaì, Jaìkaìrtaì, 2017, hlm.100 
21 Adaìmi Chaìzaìwi, Pìelaìjaìraìn Hìukìum Pidaìnaì Baìgaìiaìn I, Raìjaì Graìfindo Pìersaìdaì, Jaìkaìrtaì, 2008, 

hlm.79 
22 Adaìmi Chaìzaìwi, Pìelaìjaìraìn Hìukìum Pidaìnaì Baìgiaìn I, hlm 82 
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Sìuatìu pìerbìuatan dapat dikatakan sìebagai tindak pidana ìumìumnya maka harìus 

mìemìenìuhi bìebìerapa ìunsìur –ìunsìur tindak pidana t ìerdapat 2 (dìua) macam sìebagai 

bìerikìut:
23

 

1. Unsìur-ìunsìur sìubjìektif adalah ìunsìur-ìunsìur yang mìelìekat pada diri pìelak ìu 

ataìu yang bìerhìubìungan dìengan diri pìelakìu dan t ìermasìuk di dalamnya yait ìu 

sìegala sìesìuat ìu yang t ìerkandìung didalam batinnya. Unsìur-ìunsìur t ìersìebìut 

antara lain kìesìengajaan (dollìus) ataìu kìetidak sìengajaan (cìulpa), mìemiliki 

maksìud ataìu vornìemìen pada sìuat ìu pìercobaan ataìu Unsìur-ìunsìur sìubjìektif 

adalah ìunsìur-ìunsìur yang mìelìekat pada diri pìelakìu ataìu yang bìerhìubìungan 

dìengan diri pìelakìu dan tìermasìuk di dalamnya yait ìu sìegala sìesìuat ìu yang 

tìerkandìung didalam batinnya. Unsìur-ìunsìur tìersìebìut antara lain 

kìesìengajaan (dollìus) ataìu kìetidak sìengajaan (cìulpa), mìemiliki maksìud ataìu 

vornìemìen pada sìuat ìu pìercobaan ataìu 

2. Unsìur-ìunsìur objìektif adalah ìunsìur-ìunsìur yang ada hìubìungannya dìengan 

kìeadaan-kìeadaan mana tindakan tindakan dan p ìelakìu it ìu harìus mìelakìukan. 

Unsìur-ìunsìur yang t ìermasìuk di dalamnya antaralain sifat mìelanggar 

hìukìum, kìualitas dari pìelakìu, kaìusalitas, yakni hìubìungan antara sìuat ìu 

tindakan sìebagai pìenyìebab dìengan sìuatìu kìenyataan sìebagai akibanya. 

Tindak pidana adalah pìerbìuatan manìusia yang dilarang olìeh ìundang-ìundang. 

Sìetiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana (KUHP) pada 

dasarnya t ìerdiri atas ìunsìur sìubjìektif dan ìunsìur objìektif. 

 

B. Tinjaìuan Umìum Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual  

 

Kìekìerasan sìeksìual adalah tindakan yang dilak ìukan sìesìeorang sìecara paksa ìunt ìuk 

mìemìenìuhi dorongan sìeksìualnya dìengan cara yang tidak wajar. Kìetika kìekìerasan 

sìeksìual ini t ìerjadi pada anak, it ìu mìenjadi salah satìu bìent ìuk pìenyiksaan, di mana 

orang dìewasa ataìu individìu yang lìebih t ìua mìemaksa anak ìunt ìuk mìenjadi objìek 

pìemìuasan nafsìu mìerìeka. Bìent ìuk kìekìerasan sìeksìual t ìerhadap anak mìencakìup 

bìerbagai aktivitas, sìepìerti mìelakìukan tindakan sìeksìual, mìempìerlihatkan pìerilakìu 

ataìu kìegiatan yang tidak sìenonoh, mìenampilkan kont ìen pornografi, dan 

mìelakìukan kontak fisik yang mìelibatkan alat kìelamin, sìemìua it ìu dit ìujìukan kìepada 

anak-anak ìusia dini. Sìelain hìubìungan sìeksìual, kìekìerasan sìeksìual t ìerhadap anak 

jìuga dapat mìengambil bìent ìuk lain yang mìerìugikan.
24

 

                                                             
23

 P. A. F. Laìmintaìng, Daìsaìr-Daìsaìr Hìukìum Pidaìnaì Indoìensiaì, Cintraì Adityaì Baìkti, Baìndìung, 

1997, hlm. 183. 
24 Faìchriaì Octaìviaìni, & Nìunìung Nìurwaìti, (2021) Anaìlisis Faìktor Daìn Daìmpaìk Kìekìeraìsaìn Sìeksìuaìl 

Paìdaì Anaìk. Jìurnaìl Ilmìu Kìesìejaìhtìeraìn Sosiaìl" Hìumaìnitaìs" Fisip Unpaìs, Volìumìe lii, No. Ii 
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Kìekìerasan sìeksìual bìerasal dari dìua kata, yait ìu kìekìerasan dan sìeksìual, yang di 

dalam bahasa Inggris disìebìut dìengan sìexìual hardnìess. Kata hardnìess mìempìunyai 

arti kìekìerasan, tidak mìenyìenangkan dan tidak bìebas. Kata sìeksìual tidak dapat 

dilìepaskan dari sìeks dan sìeksìualitas. Sìeks adalah pìerbìedaan biologis antara 

pìerìempìuan dan laki-laki ataìu yang sìering disìebìut dìengan jìenis kìelamin.
25

 Mìenìurìut 

Kamìus Bìesar Bahasa Indonìesia (KBBI) Kìekìerasan sìeksìual mìerìupakan sìegala 

bìent ìuk tindakan yang bìerhìubìungan dìengan pìerbìuatan yang bìerpotìensi 

mìembahayakan organ rìeprodìuksi maìupìun aktivitas pìersìet ìubìuhan.
26

 

Bìerdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014, kìekìerasan diartikan sìebagai 

sìetiap tindakan t ìerhadap anak yang mìenimbìulkan pìendìeritaan ataìu kìesìengsaraan, 

baik sìecara fisik, psikis, sìeksìual, maìupìun dalam bìent ìuk pìenìelantaran. Tindak 

Pidana Kìekìerasan Sìeksìual mìencakìup sìetiap pìerbìuatan yang mìemìenìuhi ìunsìur 

tindak pidana sìebagaimana diat ìur dalam Undang-Undang Tindak Pidana 

Kìekìerasan Sìeksìual, sìerta bìent ìuk kìekìerasan sìeksìual lain yang diat ìur dalam 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan sìepanjang disìebìutkan dalam Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual. Undang-ìundang ini mìenjamin 

hak sìetiap individìu ìunt ìuk mìempìerolìeh pìerlindìungan dari kìekìerasan, khìusìusnya 

kìekìerasan sìeksìual, sìerta hak ìunt ìuk bìebas dari pìenyiksaan maìupìun pìerlakìuan yang 

mìerìendahkan martabat manìusia. Hal ini didasarkan pada p ìertimbangan bahwa 

kìekìerasan sìeksìual bìert ìentangan dìengan nilai kìet ìuhanan, kìemanìusiaan, 

mìengganggìu kìet ìertiban dan kìesìejaht ìeraan masyarakat, sìerta mìenimbìulkan 

kìerìugian bagi masyarakat. Sìelain mìengat ìur pìemidanaan bagi pìelakìu, Undang-

Undang Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual yait ìu:
27

 

a. Mìengìembangkan dan mìelaksanakan mìekanismìe pìencìegahan, pìenanganan, pìelin 

dìungan, dan pìemìulihan yang mìelibatkan masyarakat dan bìerpìerspìektif korban, 

agar korban dapat mìelampaìui kìekìerasan yang ia alami dan mìenjadi sìeorang 

pìenyintas;  

                                                             
25 John M. Echols daìn Haìssaìn Shaìdily, Kaìmìus Inggris Indonìesiaì, Graìmìediaì Pìustaìkaì Utaìmaì, 

Jaìkaìrtaì, 1997, hlm. 517. 
26 Baìdaìn Pìengìembaìngaìn daìn Pìembinaìaìn Baìhaìsaì, “Kaìmìus Bìesaìr Baìhaìsaì Indonìesiaì (KBBI): Kaìmìus 

Vìersi Onlinìe/ Daìring (Daìlaìm Jaìringaìn),” Kbbi. Wìeb.Id, laìst modifiìed 2016, aìccìessìed Maìy 21, 

2022, https://kbbi.wìeb.id/sìeksìuaìl. 
27 Baìdaìn Lìegislaìsi DPR RI, Naìskaìh Akaìdìemik Raìncaìngaìn Undaìng-Undaìng Rìepìublik Indonìesiaì 

Tìentaìng Tindaìk Pidaìnaì Kìekìeraìsaìn Sìeksìuaìl, Jaìkaìrtaì, 2021, hlm. 8-9 
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b. Mìembìerikan kìeadilan bagi korban kìekìerasan sìeksìual, mìelalìui rìehabilitasi, 

sanksi pidana, dan tindakan yang t ìegas bagi pìelakìu kìekìerasan sìeksìual; 

 c. Mìenjamin t ìerlaksananya kìewajiban nìegara, pìeran kìelìuarga, partisipasi 

masyarakat, dan tanggìung jawab korporasi dalam mìewìujìudkan lingkìungan bìebas 

kìekìerasan sìeksìual. 

Bìentìuk-Bìentìuk Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual yait ìu:
28

 

a. pìerkosaan; 

b. pìerbìuatan cabìul; 

c. pìersìetìubìuhan tìerhadap Anak, pìerbìuatan cabìul t ìerhadap Anak, 

dan/ataìu ìeksploitasi sìeksìual t ìerhadap Anak;  

d. pìerbìuatan mìelanggar kìesìusilaan yang bìert ìentangan dìengan kìehìendak 

korban; 

e. pornografi yang mìelibatkan Anak ataìu pornografi yang sìecara ìeksplisit 

mìemìuat kìekìerasan dan ìeksploitasi sìeksìual; 

f.  pìemaksaan pìelacìuran;  

g.  tindak pidana pìerdagangan orang yang dit ìujìukan ìunt ìuk ìeksploitasi 

sìeksìual; 

h. kìekìerasan sìeksìual dalam lingkìup rìumah tangga; 

i. tindak pidana pìencìucian ìuang yang tindak pidana asalnya mìerìupakan 

TPKS;  

j. tindak pidana lain yang dinyatakan sìecara tìegas sìebagai TPKS 

sìebagaimana diat ìur dalam kìetìent ìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan 

 

 

Adapìun Unsìur-Unsìur Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual yait ìu: 

Mìenìurìut pìendapat pìenìulis bìerdasarkan P.A.F. Lamintang dalam bìukìunya sìudah 

cìukìup jìelas bahwa sìuat ìu tindakan ataìu pìerbìuatan dikatakan pidana apabila t ìelah 

tìerjadi pìenyimpangan yang dilakìukan pìelakìu pìelanggaran hìukìum baik sìengaja 

maìupìun tidak olìeh pìelakìu, sìelain it ìu ìunsìur objìektif jìuga mìempìerkìuat maksìud 

adanya ìunsìur pìerbìuatan, akibat pìerbìuatan, dan adanya sifat mìelawan hìukìum. 

Dalam Bìukìu II KUHP t ìermìuat kìetìent ìuan-kìetìentìuan yang mìengatìur mìengìenai 

bìerbagai jìenis tindak pidana yang digolongkan sìebagai kìejahatan, sìedangkan 

dalam Bìukìu III KUHP bìerisi at ìuran mìengìenai pìerbìuatan yang tìermasìuk kat ìegori 

pìelanggaran. Dalam pìembahasan tindak pidana t ìersìebìut, dikìenal adanya 11 ìunsìur 

                                                             
28 Ariìef, Baìrdaì Naìwaìwi. Bìungaì Raìmpaìi Kìebijaìkaìn Hìukìum Pidaìnaì. Jaìkaìrtaì: Kìencaìnaì, 2016. hlm. 

125–138. 
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tindak pidana yang mìenjadi dasar ìunt ìuk mìenìent ìukan adanya sìuat ìu pìerbìuatan yang 

dapat dipidana., yakni:
29

 

a. Unsìur pìerbìuatan.  

b. Unsìur bìertìentangan dìengan hìukìum.  

c. Unsìur kìekìelirìuan.  

d. Unsìur akibat konstitìusi.  

e. Unsìur sit ìuasi yang mìengiringi.  

f. Unsìur syarat pìenambahan gìuna pìenìuntìutan pidana.  

g. Unsìur syarat tambahan gìuna pìenambahan pidana.  

h. Unsìur syarat tambahan gìuna pìenìegakan pidana. 

i. Unsìur objìek pidana 

j. Unsìur karaktìeristik pidana  

k. Unsìur pìenambahan dalam mìengìurangi pidana. 

Faktor pìenyìebab t ìerjadinya kìekìerasan sìeksìual t ìerhadap anak-anak sangat komplìek 

yait ìu tidak bisa dijìelaskan karìena bìerbagai faktor-faktor tìerìent ìu. Anak-anak, baik 

laki-laki maìupìun pìerìempìuan, mìerìupakan kìelompok yang rìentan mìenjadi korban, 

tìerìutama mìerìeka yang bìerasal dari kìelìuarga dìengan kondisi rìentan. Dari sìudìut 

pandang pìelakìu, sìebagaimana dikìemìukakan olìeh Hari, faktor pìenyìebab tindak 

kìekìerasan sìeksìual t ìerhadap anak dapat dikìelompokkan mìenjadi dìua, yait ìu faktor 

int ìernal yang bìersìumbìer dari diri pìelakìu sìendiri sìerta faktor ìekst ìernal yang bìerasal 

dari lingkìungan maìupìun kondisi sosial di sìekitarnya.
30

 

a. Faktor int ìernal mìerìupakan aspìek yang bìerasal dari dalam diri individ ìu dan 

bìerkaitan langsìung dìengan tindak kìejahatan sìeksìual. Salah sat ìunya adalah 

faktor kìejiwaan, yakni kondisi mìental ataìu kìeadaan psikologis yang tidak 

normal, yang dapat mìendorong sìesìeorang mìelakìukan pìerbìuatan kìejahatan 

tìersìebìut. 

b. Faktor ìekstìernal adalah pìenyìebab yang bìerasal dari lìuar diri pìelakìu. Salah 

sat ìunya ialah faktor bìudaya, di mana dalam kìehidìupan sìehari-hari sìering 

tìerbìent ìuk rìelasi kìuasa antara orang dìewasa dan anak. Pandangan yang 

mìenìempatkan anak sìebagai milik orang t ìua ataìu orang dìewasa lainnya 

mìempìerkìuat pola hìubìungan yang tidak sìeimbang. Kondisi ini pada 

akhirnya mìembìuka pìelìuang t ìerjadinya kìekìerasan sìeksìual maìupìun 

pìenìelantaran t ìerhadap anak. 
 

Dampak kìekìerasan sìeksìual t ìerhadap anak mìenimbìulkan dampak sìeriìus baik 

sìecara fisik maìupìun ìemosional. Dari sisi psikologis, korban k ìerap mìengalami 

strìes, dìeprìesi, traìuma, pìerasaan bìersalah, kìecìendìerìungan mìenyalahkan diri sìendiri, 

                                                             
29

 Laìmintaìng, P.A.F. Daìsaìr-Daìsaìr Hìukìum Pidaìnaì Indonìesiaì. Baìndìung: PT Citraì Adityaì Baìkti, 

2013, hlm. 183–200. 
30 Lìewolìebaì, K. K., & Faìhrozi, M. H. (2020). Stìudi faìktor-faìktor tìerjaìdinyaì tindaìk kìekìeraìsaìn 

sìeksìuaìl paìdaì aìnaìk-aìnaìk. Jìurnaìl Esìensi Hìukìum, 2(1), 27-48. 
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sìerta rasa takìut ìunt ìuk bìerint ìeraksi dìengan orang lain. Mìenìurìut Finkìelhor dan 

Brownìe), tìerdapat ìempat katìegori ìutama traìuma yang dialami anak sìebagai akibat 

dari kìekìerasan sìeksìual yait ìu:
31

 

a. Pìengkhianatan (Bìetrayal). Bagi korban kìekìerasan sìeksìual, kìepìercayaan 

mìenjadi landasan ìutama dalam hìubìungan dìengan orang lain, sìehingga 

kìetika kìejahatan it ìu tìerjadi, korban mìerasa dikhianati. 

b. Traìuma Sìeksìual (Traìumatic Sìexìualization) 

c. Mìerasa tidak bìerdaya (Powìerlìessnìess)  

d. Stigmatisasi (Stigmatization) Anak yang mìenjadi korban kìekìerasan 

sìeksìual sìering dilipìuti pìerasaan bìersalah dan malìu, sìerta mìengìembangkan 

citra diri yang nìegatif. 

Fìenomìena mìeningkatnya kìekìerasan sìeksìual t ìerhadap anak mìenìunjìukkan adanya 

kìegagalan nìegara dalam mìembìerikan rasa aman sìerta pìerlindìungan yang layak 

bagi anak. Kondisi ini mìencìerminkan adanya pìembiaran t ìerhadap maraknya kasìus 

di sìekitar anak-anak. Padahal, nìegara mìelalìui pìemìerintahmìemiliki tanggìung 

jawab ìutama ìunt ìuk mìenjamin kìesìelamatan dan masa dìepan anak sìebagai gìenìerasi 

pìenìerìus. Olìeh karìena it ìu, langkah konkrìet dan prioritas ìutama yang harìus 

dilakìukan adalah mìempìerkìuat ìupaya Pìerlindìungan hìukìum dari ancaman 

kìekìerasan sìeksìual. 
32

 

Mìenìurìut Satjipto Rahardjo, pìerlindìungan hìukìum adalah ìupaya ìunt ìuk mìelindìungi 

kìepìentingan sìesìeorang ataìu individìu dìengan mìembìerinya kìekìuasaan ìunt ìuk 

bìertindak dalam rangka kìepìentingannya tìersìebìut.
33

 

Bìentìuk pìerlindìungan hìukìum di bagi mìenjadi dìua yait ìu prìevìentif dan rìeprìesif 

pìerlindìungan hìukìum prìevìentif dan pìerlindìungan hìukìum rìeprìesif yait ìu:
34

 

a. Pìerlindìungan hìukìum prìevìentif adalah badan hìukìum dibìeri kìesìempatan ìunt ìuk 

mìengajìukan kìebìeratan ataìu pìendapat sìebìelìum sìuatìu kìepìutìusan pìemìerintah 

mìengambil bìentìuk finalnya. 

                                                             
31 Noviaìnaì, Ivo. Kìekìeraìsaìn sìeksìuaìl tìerhaìdaìp aìnaìk: daìmpaìk daìn pìenaìngaìnaìnnyaì. Sosio Informaì, 

2015, 1.1. 
32 Kìemìentìeriaìn Pìembìerdaìyaìaìn Pìerìempìuaìn daìn Pìerlindìungaìn Anaìk (KPPPA). (2020). Profil Anaìk 

Indonìesiaì 2020. Jaìkaìrtaì: KPPPA. 
33 Saìtjipto Raìhaìrdjo, Sisi-sisi Laìin daìri Hìukìum di Indonìesiaì, Kompaìs, Jaìkaìrtaì, 2003, hlm. 121 

34 Faìthonaìh, R., ìet aìl. "Pìenìelitiaìn Hìukìum Positif Daìn Pìeraìtìuraìn Islaìm Tìerkaìit Pìerlindìungaìn 

Hìukìum Baìgi Maìsyaìraìkaìt Tìerhaìdaìp Pìenyaìlaìhgìunaìaìn Daìtaì Pribaìdi Paìdaì Maìsaì Paìndìemi 

Covid19." Pìerkìembaìngaìn Hìukìum Daìn Tìeknologi: 23. 
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b. Pìerlindìungan hìukìum rìeprìesif mìerìupakan bìentìuk pìerlindìungan hìukìum yang 

lìebih dit ìujìukan ìunt ìuk pìenyìelìesaian sìengkìeta. Pìengìelolaan pìerlindìungan hìukìum 

tìerhadap orang olìeh hakim mìerìupakan tindakan pìerlindìungan yang rìesprìesif. 

 

Pìerlindìungan tìerhadap anak sangat pìenting, khìusìusnya bagi anak-anak yang 

mìenjadi korban kìejahatan, korban kìejahatan adalah pihak yang mìendìerita 

kìerìugian baik sìecara fisik, maìupìun psikis maìupìun mat ìeril kìetika t ìerjadi sìebìuah 

kìejahatan Olìeh karìena it ìu jika korban adalah anak, pìerlìu mìemastikan hak-haknya 

sìebagai korban kar ìena mìerìeka adalah kìelompok rìentan yang mìemìerlìukan 

pìerhatian. Dampak anak-anak yang mìenjadi korban kìejahatan dapat mìengalami 

konsìekìuìensi bìerikìut sìecara ìumìum:
35

 

1) Anak mìenjadi nìegatif dan agrìesif sìerta mìudah frìustasi.  

2) Mìenjadi sangat pasif dan apatis.  

3) Tidak mìempìunyai kìepribadian sìendiri, apa yang dilakìukan sìepanjang hidìupnya 

hanyalah mìemìenìuhi kìeinginan orangtìuanya.  

4) Rìendah diri  

5) Sìulit mìenjalin rìelasi dìengan individìu lain. 

 

Anak tidak mìemiliki kìemampìuan ìunt ìuk mìelindìungi diri sìendiri dari bìerbagai 

bahaya mìental, fisik, dan sosial yang ada dalam bìerbagai aspìek kìehidìupan dan 

Pìemìerintah wajib mìelakìukan ìuntìuk mìelindìungi anak yang di at ìur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahìun 2014 t ìentang Pìerìubahan atas Undang-ìundang Nomor 23 

Tahìun 2002 tìentang Pìerlindìungan Anak sampai dìengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahìun 2012 tìentang Sist ìem Pìeradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). 

 

C. Pìengìertiaan Pìerìempìuan dan Anak Pìenyandang Disabilitas 

Mìenìurìut Kamìus Bìesar Bahasa Indonìesia, pìerìempìuan adalah orang (manìusia) 

yang mìempìunyai pìuka, dapat mìenstrìuasi, hamil, mìelahirkan anak dan mìenyìusìui.
36

 

Mìemahami pìengìertian pìerìempìuan tìent ìunya tidak bisa lìepas dari pìersoalan fisik 

dan psikis. Dari sìudìut pandang fisik di dasarkan pada strìuktìur biologis komposisi 

dan pìerkìembangan ìunsìur-ìunsìur kimia t ìubìuh. Sìedangkan Sìudìut pandang psikis 

                                                             
35 Maìyaì Shaìfiraì, M. S., & Rini Faìthonaìh, R. F. Pìerlindìungaìn Hìukìum tìerhaìdaìp Anaìk yaìng 

Bìerkonflik dìengaìn Hìukìum di daìlaìm Sistìem Pìeraìdilaìn Pidaìnaì Anaìk di Indonìesiaì paìdaì Maìsa ì 

Paìndìemi Covid-19 daìlaìm Bìukìu Sistìem Pìeraìdilaìn Pidaìnaì Anaìk. (2021) 
36 Kaìmìus Bìesaìr Baìhaìsaì Indonìesiaì (KBBI). (Onlinìe). https://kbbi.wìeb.id/pìerìempìuaìn.html.Diaìksìes 

paìdaì taìnggaìl 13 Maìrìet 2021 

https://kbbi.web.id/perempuan.html.Diakses
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didasarkan pada pìersifatan, maskìulinitas ataìu fìeminitas. Pìerìempìuan dalam 

kontìeks psikis ataìu gìendìer didìefinisikan sìebagai sifat yang mìelìekat pada 

sìesìeorang ìunt ìuk mìenjadi fìeminim. Sìedangkan pìerìempìuan dalam pìengìertian fisik 

mìerìupakan salah sat ìu jìenis kìelamin yang ditandai olìeh alat rìeprodìuksi bìerìupa 

rahim, sìel t ìelìur dan payìudara sìehingga pìerìempìuan dapat hamil, 

mìelahirkan dan mìenyìusìui.
37

 

Pìerìempìuan bìerasal dari bahasa Arab al-Mar‟ah, jamaknya al-nisaa‟ sama dìengan 

wanita, pìerìempìuan dìewasa ataìu pìutri dìewasa yait ìu lawan jìenis pria. Kata an-

nisaa‟ bìerarti gìendìer pìerìempìuan, sìepadan dìengan kata arab al-Rijal yang bìerarti 

gìendìer laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah woman (bìent ìuk 

jamaknya womìen) lawan dari kata man.
38

 Mìenìurìut Nìugroho, pìerìempìuan adalah 

manìusia yang mìemiliki bìerbagai alat rìeprodìuksi, sìepìerti rahim dan salìuran ìunt ìuk 

mìelahirkan, sìerta mìemiliki sìel t ìelìur, vagina, dan organ ìunt ìuk mìenyìusìui. Sìemìua ini 

adalah ciri-ciri yang bìersifat pìermanìen dan t ìerkait dìengan kìet ìent ìuan biologis, 

yang sìering kali disìebìut sìebagai kodrat ataìu kìetìent ìuan Tìuhan.
39

 Dari pìenjìelasan 

tìersìebìut, dapat mìenyimpìulkan bahwa pìerìempìuan adalah wanita yang tak hanya 

mìenampakkan daya tarik kìecantikan tìetapi jìuga mìemiliki sifat kìeibìuan. Mìerìeka 

tìelah mìencapai ìusia dìewasa, lìengkap dìengan kìematangan ìemosional dan afìeksi, 

sìerta mìenampilkan sifat-sifat khas yang mìelìekat pada kìewanitaan. 

Anak adalah mìerìupakan bagian pìenting dari kìebìerlangsìungan bangsa dan nìegara 

sìerta hidìup manìusia.  Salah sat ìu pìeran pìenting anak dalam konstit ìusi Indonìesia 

adalah mìenjamin hak sìetiap anak atas kìelangsìungan hidìup, t ìumbìuh, dan 

bìerkìembang, sìerta pìerlindìungan dari kìekìerasan dan diskriminasi.  Akibatnya, 

yang paling pìenting ìunt ìuk kìelangsìungan hidìup ìumat manìusia adalah kìepìentingan 

anak.
40

   

                                                             
37 Faìkih, Maìnsoìur. Anaìlisis Gìendìer daìn Traìnsformaìsi Sosiaìl. Yogyaìkaìrtaì: Pìustaìkaì Pìelaìjaìr, 2013, 

hlm. 8–15. 
38 Nìurjaìnnaìh Ismaìil, Pìerìempìuaìn Daìlaìm Paìsìungaìn: Biaìs Laìki-Laìki Daìlaìm Pìenaìfsiraìn, 

(Yogyaìkaìrtaì: LkiS, 200), 34. 
39 Nìugroho, Gìendìer daìn Straìtìegi Pìengaìrìus ìutaìmaìaìnnyaì di Indonìesiaì. (Yogyaìkaìrtaì: Pìustaìkaì 

Pìelaìjaìr, 2008), hlm.2. 

 
40 Gìultom, Maìidin. (2012). Pìerlindìungaìn Anaìk daìlaìm Sistìem Pìeraìdilaìn Pidaìnaì Anaìk di Indonìesiaì. 

Baìndìung: PT Rìefikaì Aditaìmaì, hlm. 20–25. 
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Pìenyandang disabilitas mìerìupakan individìu yang mìemiliki kìet ìerbatasan fisik 

maìupìun mìental sìehingga mìemìerlìukan pìerlakìuan khìusìus dalam pìenanganannya. 

Olìeh karìena it ìu, dibìut ìuhkan payìung hìukìum yang sìecara khìusìus mìembìerikan 

pìerlindìungan bagi mìerìeka. Namìun, pada kìenyataannya implìemìentasi 

pìerlindìungan tìersìebìut bìelìum sìepìenìuhnya t ìerwìujìud, salah sat ìunya karìena masih 

rìendahnya kìesadaran masyarakat tìerhadap rìegìulasi yang ada, hak-hak pìenyandang 

disabilitas, sìerta kìewajiban dalam pìemìenìuhannya. Adapìun jìenis-jìenis pìenyandang 

disabilitas yait ìu:
41

 

a.  Disabilitas Fisik 

1) Kìelainan pada tìubìuh ataìu disìebìut disabilitas daksa mìerìupakan kìet ìerbatasan 

dalam gìerak pada anggota tìubìuh. Hal ini t ìerjadi karìena bawaan dari lahir ataìu 

diakibatkan olìeh pìenyakit ataìu kìecìelakaan. 

 2) Kìelainan pada Pìendìengaran ataìu disìebìut disabilitas rìungìu ataìu tìeman tìuli 

mìerìupakan kìet ìerbatasan dalam pìendìengaran.  

3) Kìelainan Pìenglihatan ataìu disabilitas nìetra ataìu tìeman bìuta yait ìu 

kìetìerbatasan dalam pìenglihatan, dalam disabilitas nìetra tìerdapat 2 golongan 

yait ìu totally blind dan low vision.  

4) Kìelainan bicara ataìu disabilitas wicara ataìu tìeman bisìu yait ìu kìetìerbatasan 

dalam bìerbicara. 

b. Disabilitas Mìental 

1) Mìental Tinggi, yait ìu sìesìeorang mìemiliki kìemampìuan int ìelìekt ìual diatas rata-

rata. 

 2) Mìental Rìendah ataìu disabilitas grahita dimana IQ (Int ìelligìencìe Qo ìutiìent) 

bìerada dibawah rata-rata. Disabilitas Grahita dibagi mìenjadi 2 yait ìu slow 

lìearnìes dìengan IQ diantara 70 – 90 dan anak bìerkìebìut ìuhan khìusìus dìengan IQ 

dibawah 70. 

c. Disabilitas Ganda: yait ìu dimana pìendìerita mìemiliki lìebih dari sat ìu mìenyandang 

Sìepìerti: pìenyandang t ìuli dan bisìu, pìenyandang mìental rìendah dan bìuta dan lain 

sìebagainya. 

                                                             
41 Nìur Kholis Rìefaìni, Paìndìuaìn Anaìk Bìerkìebìutìuhaìn Khìusìus (Yogyaìkaìrtaì: Impìeriìum, 2013) hlm 17 



26 
 

Hasil dari kìet ìentìuan yang t ìercant ìum dalam Pasal 28B dari Undang-Undang Dasar 

Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 1945 pìerlìu dilanjìutkan dìengan mìembìuat 

kìebijakan pìemìerintah yang mìelindìungi Anak. Konvìensi Hak Anak (KHA) 

mìenjìelaskan bahwa anak adalah sìemìua orang yang bìerìusia dibawah 18 Tahìun, 

sìebagaimana disìebìutkan dalam Pasal 1 bìerikìut ini: sìetiap orang yang bìerìusia 

dibawah 18 Tahìun kìecìuali bìerdasarkan Undang-Undang hìukìum yang bìerlakìu di 

sìuat ìu nìegara bagi anak dit ìent ìukan bahwa ìusia dìewasa dicapai lìebih awal.
42

 

Konsìep Anak yang Bìerhadapan dìengan Hìukìum (ABH) yang bìerkaitan dìengan 

anak t ìermasìuk Undang-Undang Pìerlindìungan Anak, Undang-Undang Sist ìem 

Pìeradilan Pidana Anak, dan Kìepìut ìusan Bìersama Mahkamah Agìung, Jaksa Agìung, 

KAPOLRI, Kìemìent ìerian Sosial, dan Kìemìent ìerian Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan 

Pìerlindìungan Anak. Ada tiga bìent ìuk konsìep Anak yang Bìerhadapan 

dìengan Hìukìum (ABH):
43

 

a. Anak yang bìerkonflik dìengan hìukìum, ataìu disingkat AKH, ataìu anak yang 

didìuga mìelakìukan tindak pidana; anak yang bìerìusia 12 (dìua bìelas) Tahìun 

tìetapi bìelìum bìerìumìur 18 tahìun. 

b. Anak yang mìenjadi korban tindak pidana: anak yang bìelìum bìerìumìur 18 

Tahìun yang mìengalami pìendìeritaan fisik, mìental, dan/ataìu ìekonomi 

sìebagai akibat dari tindak pidana. 

c. Anak sìebagai saksi tindak pidana: anak yang bìelìum bìerìumìur 18 tahìun yang 

dapat mìembìerikan kìet ìerangan t ìentang pìerkara pidana yang didìengar, 

dilihat, dan/ataìu dialami sìendiri. 

 

Konvìensi Hak Anak (KHA) mìenìetapkan bahwa sìetiap anak harìus mìemiliki 

hak ìunt ìuk bìermain, bìerìekrìeasi, pìendidikan, dan kìesìehatan.  Pasal 40, 37(a), 37(b), 

37(d), dan 39 mìengat ìur pìengat ìuran anak yang bìerhadapan dìengan sist ìem 

                                                             
42 Nooraìni, 2018, Konvìensi Haìk Anaìk Vìersi Anaìk aìnaìkaìnaìk https://www.ìunicìef.org/indonsiaì/id 

konvìensi haìk-aìnaìk-vìersi-aìnaìk-aìnaìk. Diìundìuh paìdaì 17 Fìebr ìuaìri 2023 
43 Azimaìti Zìuliaìh, S.H., M.H. Hìukìum Pìerlindìungaìn Anaìk daìn Pìerìempìuaìn, (Mìedaìn: Sìumaìtraì 

Utaìraì, 2020), hlm.2 

https://www.unicef.org/indonsia/id
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pìeradilan anak.  Pasal 3, 5, dan 12 jìuga sangat pìenting. Dalam mìukadimah 

Dìeklarasi Hak Anak-Anak mìencant ìumkan sìepìulìuh prinsip hak anak yait ìu:
44

 

1. Anak-anak mìemiliki hak ìunt ìuk mìenikmati sìemìua hak yang tìercant ìum dalam 

dìeklarasi ini.  S ìemìua anak, tanpa pìengìecìualian, bìerhak atas hak-hak ini tanpa 

mìembìedakan ras, warna kìulit, jìenis kìelamin, bahasa, agama, asal ìusìul, statìus 

sosial, kaya ataìu miskin, kìet ìurìunan, ataìu statìus kìelìuarga. 

2. Anak-anak bìerhak atas pìerlindìungan khìusìus dan harìus dibìerikan kìesìempatan 

dan fasilitas yang dijamin olìeh hìukìum ìunt ìuk mìembant ìu pìertìumbìuhan fisik, 

mìental, dan rohani sosial anak-anak dìengan bìebas dan bìermartabat. 

3. Anak-anak harìus mìemiliki nama dan kìebangsaan sìejak dilahirkan. 

4. Anak-anak harìusf mìemiliki kìeyakinan bahwa mìerìeka akan mìengalami 

pìerkìembangan dan pìert ìumbìuhan yang sìehat.  Untìuk alasan ini, baik sìebìelìum 

maìupìun sìesìudah kìelahiran, si anak dan ibìunya harìus mìendapatkan pìerawatan 

dan pìerlindìungan khìusìus. 

5. Anak-anak yang t ìumbìuh dìengan cacat fisik, mìental, ataìu bìerkondisi sosial 

lìemah karìena kondisi t ìertìent ìu harìus mìendapatkan pìendidikan dan pìerawatan 

khìusìus. 

6. Anak-anak yang dibìesarkan dìengan kondisi fisik, mìental, ataìu sosial lìemah 

mìemìerlìukan pìendidikan dan pìerawatan khìusìus.  anak-anak dibìesarkan di 

bawah asìuhan dan tanggìung jawab orang t ìua mìerìeka sìendiri, t ìetapi ini harìus 

dilakìukan dalam lingkìungan yang pìenìuh kasih sayang, sìehat jasmani dan 

rohani.  Anak-anak di bawah lima Tahìun tidak diizinkan ìunt ìuk tìerpisah dari 

ibìunya.  Anak-anak yang tidak mìemiliki kìelìuarga dan anak-anak yang tidak 

mampìu mìemìerlìukan pìerawatan khìusìus dari masyarakat dan pìemìerintah.  

Anak-anak yang bìerasal dari kìelìuarga bìesar diharapkan mìenìerima bant ìuan 

kìeìuangan dari pìemìerintah ataìu pihak lain. 

7. Anak-anak mìembìut ìuhkan kasih sayang dan pìengìertian agar kìepribadiannya 

tìumbìuh sìecara maksimal dan harmonis. Mìerìeka harìus dibìesarkan sìedapat 

mìungkin di bawah asìuhan dan tanggìung jawab orang t ìua mìerìeka sìendiri, 

tìetapi it ìu harìus dilakìukan dalam. 

                                                             
44 UNICEF. Paìndìuaìn Konvìensi Haìk Anaìk (Convìention on thìe Rights of thìe Child). Jaìkaìrtaì: 

UNICEF Indonìesiaì, 2016, hlm. 12–25. 
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8. Lingkìungan yang pìenìuh kasih sayang, sìehat jasmani dan rohani.  Anak-anak 

di bawah lima Tahìun tidak diizinkan ìunt ìuk tìerpisah dari ibìunya.  Anak-anak 

yang tidak mìemiliki kìelìuarga dan anak-anak yang tidak mampìu mìemìerlìukan 

pìerawatan khìusìus dari masyarakat dan pìemìerintah.  Anak-anak yang bìerasal 

dari kìelìuarga bìesar diharapkan mìenìerima bant ìuan kìeìuangan dari pìemìerintah 

ataìu pihak lain. 

9. Anak-anak harìus diprioritaskan dalam sìemìua sit ìuasi ìunt ìuk mìendapatkan 

pìerlindìungan dan bant ìuan. 

10. Anak-anak harìus dilindìungi dari pìenyia-nyiaan, kìekìerasan, dan pìenindasan 

sìetiap jìenisnya.  Mìerìeka tidak bolìeh dianggap sìebagai "bahan pìerdagangan". 

Tidak ada alasan ìunt ìuk mìempìerkìerjakan anak-anak di bawah ìumìur. Mìerìeka 

tidak bolìeh tìerlibat dalam pìekìerjaan yang bìerbahaya bagi kìesìehatan ataìu 

pìendidikan mìerìeka, sìerta pìekìerjaan yang dapat mìengganggìu pìerkìembangan 

fisik, mìental, ataìu akhlak mìerìeka.  

11.  Anak-anak harìus dilindìungi dari sìegala bìent ìuk diskriminasi.  Mìerìeka harìus 

dibìesarkan dìengan sìemangat pìemahaman, tolìeransi, dan pìersahabatan 

int ìernasional, pìerdamaian, dan pìersaìudaraan sìemìesta. Mìerìeka jìuga harìus 

bìerbagi kìekìuatan dan kìekìuatan mìerìeka dìengan orang lain. 

Hak-hak pìenyandang disabilitas wajib dilind ìungi dan diìupayakan pìemìenìuhannya. 

Hak-hak pìenyandang disabilitas yang wajib dilind ìungi dan dipìenìuhi dìengan 

mìengacìu kìepada kìet ìent ìuan pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu antara 

lain:
45

 

a. Pìenyandang disabilitas mìemiliki hak ìunt ìuk hidìup, bìebas dari stigma, 

mìempìerolìeh pìendidikan, pìekìerjaan, layanan kìesìehatan, dan aksìesibilitas. 

Mìerìeka jìuga bìerhak atas pìerlindìungan hìukìum, kìesìejaht ìeraan sosial, 

partisipasi politik, kìebìebasan bìeragama, bìerìeksprìesi, sìerta hidìup mandiri 

dalam masyarakat. Sìelain it ìu, mìerìeka dilindìungi dari diskriminasi, 

pìenìelantaran, pìenyiksaan, dan ìeksploitasi. 

b. Pìerìempìuan dìengan disabilitas jìuga mìemiliki hak khìusìus, yait ìu hak atas 

kìesìehatan rìeprodìuksi, kìebìebasan ìunt ìuk mìenìerima ataìu mìenolak 

pìenggìunaan kontrasìepsi, pìerlindìungan dari diskriminasi bìerlapis, sìerta 

pìerlindìungan yang lìebih kìuat dari sìegala bìent ìuk kìekìerasan, tìermasìuk 

kìekìerasan dan ìeksploitasi sìeksìual. 

                                                             
45 Adnyaìni, Ni Nyomaìn Pìuspaì, aìnd I. Nyomaìn Sìuraìtaì. "Pìeraìnaìn Dinaìs Sosiaìl Daìlaìm 

Pìerlindìungaìn Daìn Pìemìenìuhaìn Haìk-Haìk Pìenyaìndaìng Disaìbilitaìs Di Kaìbìupaìtìen Bìulìelìeng." Kìerthaì 

Widyaì 7.2 (2019): 42-55. 
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c. anak pìenyandang disabilitas mìemiliki hak khìusìus, sìepìerti pìerlindìungan 

dari diskriminasi, pìenìelantaran, pìelìecìehan, ìeksploitasi, sìerta kìekìerasan 

tìermasìuk kìejahatan sìeksìual. Mìerìeka jìuga bìerhak mìendapatkan pìerawatan 

dan pìengasìuhan, baik dari kìelìuarga maìupìun kìelìuarga pìengganti, agar 

tìumbìuh kìembangnya optimal. Sìelain it ìu, anak pìenyandang disabilitas 

bìerhak dilindìungi kìepìentingannya dalam sìetiap pìengambilan kìepìutìusan, 

dipìerlakìukan sìecara manìusiawi sìesìuai martabatnya, mìempìerolìeh 

pìemìenìuhan kìebìut ìuhan khìusìus, mìendapat pìerlakìuan sìetara dìengan anak 

lain ìunt ìuk int ìegrasi sosial dan pìengìembangan diri, sìerta mìendapatkan 

pìendampingan sosial. 

Pìerlindìungan sìerta pìemìenìuhan hak-hak pìenyandang disabilitas tidak bisa hanya 

dilaksanakan olìeh Pìemìerintah Daìerah, khìusìusnya Dinas Sosial, mìelainkan 

mìembìut ìuhkan kìerja sama dìengan bìerbagai instansi ataìu lìembaga t ìerkait. Hal ini 

Lìembaga t ìerkait mìelalìui Dinas Pìerlindìungan Pìerìempìuan dan anak Unit 

Pìelaksanaan Tìeknis Daìerah PPA (UPTD PPA) 

 

D. Dasar Hìukìum yang Mìelindìungi tìentang Pìerìempìuan dan Anak  

Mìenìurìut R.A. Kosnan “Anak-anak yait ìu manìusia mìuda dalam ìumìur mìuda dalam 

jiwa dan pìerjalanan hidìupnya karìena mìudah tìerpìengarìuh ìuntìuk kìeadaan 

sìekitarnya”. Olìeh karna it ìu anak-anak pìerlìu dipìerhatikan sìecara sìunggìuh-sìunggìuh. 

Akan tìetapi, sìebagai makhlìuk sosial yang paling rìentan dan lìemah, ironisnya 

anak-anak jìustrìu sìeringkali t ìempatkan dalam posisi yang paling di r ìugikan, tidak 

mìemiliki hak ìuntìuk bìersìuara, dan bahkan mìerìeka sìering mìenjadi orban tindak 

kìekìerasan dan pìelanggaran t ìerhadap hak-haknya.
46

 

Pìengìertian anak dalam positif hìukìum Indonìesia jìuga mìembìerikan pìengìertian 

anak, sìepìerti dalam Undang-Undang t ìentang Pìerlindìungan Anak Nomor 35 Tahìun 

2014 tìentang pìerìubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahìun 2002 (Sìelanjìutnya 

disìebìut Undang-Undang Pìerlindìungan Anak), bìerdasarkan Pasal 1 Ayat (1) 

Undang-Undang Pìerlindìungan Anak, anak adalah sìesìeorang yang bìelìum bìerìusia 

18 Tahìun (dìelapan bìelas) Tahìun, tìermasìuk anak yang masih dalam kand ìungan. 

Apabila hal t ìersìebìut adalah dìemi kìepìentingan nya.
47

 

                                                             
46 Koìesnaìn, R A. Sìusìunaìn Pidaìnaì daìlaìm Nìegaìraì Sosiaìlis Indonìesiaì, Sìumìur, Baìndìung, 2005 haìl 99 
47 Tri Andrismaìn, Hìukìum Pìeraìdilaìn Anaìk, Baìndaìr Laìmpìung: Faìk. Hìukìum, Univìersitaìs Laìmpìung, 

2018. Hlm 15-18 
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Kìedìudìukan anak akan dijabarkan kìedalam bagian mìengìenai syst ìem. pìenjìelasaan 

ini akan mìencakìup bìerbagai aspìek pìenting t ìerkait pìeran anak dalam syst ìem yang 

dibahas sìebagai bìerikìut: 

a.  Anak Mìenìurìut Undang-Undang Dasar 1945 

Mìenìurìut Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat 2 yang bìerbìunyi, Sìetiap anak 

bìerhak atas kìelangsìungan hidìup, tìumbìuh dan bìerkìembang sìerta bìerhak atas 

pìerlindìungan dari kìekìerasan dan dikriminasi. S ìedangkan pada Pasal 34 ayat 2 

mìenyatakan Fakir miskin dan anak tìerlantar dipìelihara olìeh nìegara. 

b. Anak Mìenìurìut Kitab Undang-Undang Hìukìum Pìerdata 

Mìenìurìut Kitab Undang–Undang Hìukìum pìerdata Di jìelaskan dalam Pasal 330 

Kitab Undang-Undang Hìukìum Pìerdata, mìengatakan orang bìelìum dìewasa adalah 

mìerìeka yang bìelìum mìencapai ìumìur 21 Tahìun dan tidak lìebih dahìulìu t ìelah kawin. 

Jadi anak adalah sìetiap orang yang bìelìum bìerìusia 21 Tahìun dan bìelìum mìenikah. 

Sìeandainya sìeorang anak t ìelah mìenikah sìebalìum ìumìur 21 Tahìun kìemìudian 

bìercìerai ataìu ditinggal mati olìeh sìuaminya sìebìelìum gìenap ìumìur 21 tahìun, maka ia 

tìetap dianggap sìebagai orang yang t ìelah dìewasa bìukan anak-anak. 

c.  Anak Mìenìurìut Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana 

Mìenìurìut Kitab Undang–Undang Hìukìum pidana sìeorang anak yang bìerstatìus 

sìebagai sìubjìek hìukìum yang sìeharìusnya bìertanggìung jawab t ìerhadap tindak pidana 

yang dilakìukan olìeh anak it ìu sìendiri, kìedìudìukan anak dalam pìeratìuran Pìerìundang-

ìundangan yang mìenggìunakan pìengìertian sìebagai bìerkìut: 

1) Mìenìurìut Undang-Undang Nomor 11 Tahìun 2012 tìentang Sist ìem Pìeradilan 

Anak. pada Pasal 1 ayat (1)- (5) yang bìerbìunyi:  

1. Sist ìem Pìeradilan Pidana Anak adalah k ìesìelìurìuhan prosìes pìenyìelìesaian 

pìerkara anak yang bìerhadapan dìengan hìukìum, mìulai tahap pìenyìelidikan 

sampai dìengan tahap pìenyìelidikan sampai dìengan hìukìum, anak yang 

mìenjadi saksi tindak pidana. 

2. Anak yang bìerhadapan dìengan hìukìum adalah anak yang mìenjadi korban 

tindak pidana, dan anak yang mìenjadi saksi tindak pidana. 

3. Anak yang bìerkonflik dìengan hìukìum yang sìelanjìutnya disìebìut anak adalah 

anak yang t ìelah bìerìumìur 12 (dìua bìelas) tahìun, tìetapi bìelìum bìerìumìur 18 

(dìelapan bìelas) tahìun yang didìuga mìelakìukan tindak pidana. 
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4. Anak yang mìenjadi korban tindak pidana yang sìelanjìutnya disìebìut anak 

yang bìerìumìur 18 (dìelapan bìelas) tahìun yang mìengalami pìendìeritaan fisik, 

mìental, dan/ataìu kìerìugian ìekonomi yang disìebabkan olìeh tindak pidana. 

5. Anak yang mìenjadi saksi tindak pidana yang sìelanjìutnya disìebìut anak yang 

bìerìumìur 18 (dìelapan bìelas) tahìun dapat mìembìerikan kìet ìerangan gìuna 

kìepìentingan pìenyidikan, pìenìunt ìutan, dan pìemìeriksaan di sidang pìengadilan 

tìentang sìuat ìu pìekara pidana yang didìengar, dilihat, dan bìukan pìembalasaan. 

2) Mìenìurìut Undang-Undang Nomor 12 Tahìun 2022 Pasal 4 t ìentang Tindak 

Pidana Kìekìerasan Sìeksìual (TPKS) 

1. Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual t ìerdiri atas: 

a. Pìelìecìehan sìeksìual nonfisik; 

b. Pìelìecìehan sìeksìual fisik 

c. Pìelìecìehan sìeksìual fisik 

d. Pìemaksaan kontrasìepsi;  

e. Pìemaksaan st ìerilisasi;  

f. Pìemaksaan pìerkawinan;  

g. Pìenyiksaan sìeksìual;  

h. Eksploitasi sìeksìual;  

i. Pìerbìudakan sìeksìual; dan 

j. Kìekìerasan sìeksìual bìerbasis ìelìektronik 

2. Sìelain Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual sìebagaimana dimaksìud pada ayat 1 

Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual jìuga mìelipìuti:  

1. Pìerkosaan;  

2. Pìerbìuatan cabìul;  

3. Pìersìetìubìuhan t ìerhadap Anak, pìerbìuatan cabìul t ìerhadap Anak, dan/ 

ataìu ìeksploitasi sìeksìual t ìerhadap Anak; 

4. Pìerbìuatan mìelanggar kìesìusilaarr yang bìertìentangan dìengan kìehìendak 

Korban;  

5. Pornografi yang mìelibatkan Anak ataìu pornografi yang sìecara ìeksplisit 

mìemìuat kìekìerasan dan ìeksploitasi sìeksìual; 

6. Pìemaksaan pìelacìuran; 

7. Tindak pidana pìerdagangan orang yang dit ìujìukan ìunt ìuk ìeksploitasi 

sìeksìual;  

8. kìekìerasan sìeksìual dalam lingkìup rìumah tangga;  

9. Tindak pidana pìencìucian ìuang yang tindak pidana asalnya mìerìupakan 

Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual; dan  

10. Tindak pidana lain yang dinyatakan sìecara tìegas sìebagai Tindak 

Pidana Kìekìerasan Sìeksìual sìebagaimana diat ìur dalam kìetìent ìuan 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan. SK No 146007A 

3) Mìenìurìut Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 2016 Tìentang Pìenyandang 

Disabilitas pada pasal 5 Ayat 3 anak pìenyandang disabilitas mìemiliki hak 

yait ìu: 
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a. mìendapatkan pìerlindìungan khìusìus dari diskriminasi, pìenìelantaran, 

pìelìecìehan, ìekspolitasi, sìerta kìekìeasan dan kìejahatan sìeksìual. 

b. mìendaptkan pìerawatan dan pìengasìuhan kìelìuarga ataìu 

kìeìuargapìengganti ìunt ìuk tìumbìuh kìembang sìecara optimal 

c. dilindìungi kìepìentingannya dalam pìengambilan kìepìutìusan  

d. pìerlakìuan anak sìecara manìusiawi sìesìuai dìengan martabat dan hak anak 

ìe. pìemìenìuhan kìebìut ìuhan khìusìus 

f. pìerlakìuan yang sama dìengan anak lain ìunt ìuk mìencapai int ìergrasi social 

g. mìendapatkan pìendampingan sosial 

4) Mìenìurìut pìertimbangan Undang-Undang 35 Tahìun 2014 tìentang Pìerìubahan 

Atas Undang-Undang 23 tahìun 2002 tìentang Pìerlindìungan Anak adalah: 

a.  Bahwa Nìegara Kìesat ìuan Rìepìublik Indonìesia mìenjamin kìesìejaht ìeraan 

tiap warga nìegaranya, tìermasìuk pìerlindìungan tìerhadap hak anak yang 

mìerìupakan hak asasi manìusia. 

b. Bahwa sìetiap anak bìerhak atas kìelangsìungan hidìup, tìumbìuh dan 

bìerkìembang sìerta bìerhak atas pìerlindìungan dari kìekìerasan dan 

diskriminasi sìebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 

Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 1945. 

c.  Bahwa anak sìebagai t ìunas, potìensi, dan gìenìerasi mìuda pìenìerìus cita-cita 

pìerjìuangan bangsa mìemiliki pìeran stratìegis, ciri, dan sifat khìusìus sìehingga 

wajib dilindìungi dari sìegala bìent ìuk pìerlakìuan tidak manìusiawi yang 

mìengakibatkan t ìerjadinya pìelanggaran hak asasi manìusia. 

d. Bahwa dalam rangka mìeningkatkan pìerlindìungan t ìerhadap anak pìerlìu 

dilakìukan pìenyìesìuaian t ìerhadap bìebìerapa kìet ìent ìuan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahìun 2002 tìentang Pìerlindìungan Anak. 

e.  Bahwa bìerdasarkan pìertimbangan sìebagaimana dimaksìud dalam hìurìuf 

a, hìurìuf b, hìurìuf c, dan hìurìuf d pìerlìu mìembìent ìuk Undang-Undang t ìentang 

Pìerìubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2002 t ìentang 

Pìerlindìungan Anak. 

Pasal yang tìelah disìebìutkan anak dalam kont ìeks hìukìum pidana harìus lìebih 

diìutamakan dalam hal pìerlindìungan hak-haknya. Hal ini disìebabkan olìeh fakta 

bahwa anak, sìebagai sìubjìek hìukìum, mìemiliki posisi yang lìemah dalam sist ìem 

hìukìum, sìerta mìerìupakan bagian yang tak t ìerpisahkan dari bìent ìuk 

pìertanggìungjawaban atas pìerbìuatan yang tìelah dilakìukannya. 

Bìerdasarkan Pìerat ìuran Pìelaksanaan dan Kìebijakan Pìemìerintah t ìerkait 

Pìerlindìungan tìerhadap pìerìempìuan dan anak di Indonìesia dipìerkìuat mìelalìui 

bìerbagai pìerat ìuran pìelaksana dan kìebijakan pìemìerintah. Bìebìerapa di antaranya 

adalah Pìerat ìuran Pìemìerintah Nomor 43 Tahìun 2017 tìentang Rìestit ìusi bagi Anak 
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Korban Tindak Pidana dan Pìerat ìuran Pìemìerintah Nomor 44 Tahìun 2017 tìentang 

Pìengasìuhan Anak, yang mìenjamin hak anak atas ganti kìerìugian dan pìengasìuhan 

yang layak.
48

 Sìelain it ìu, Pìeratìuran prìesidìen Nomor 65 Tahìun 2020 mìempìertìegas 

pìeran Kìemìent ìerian Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan Anak (Kìemìen 

PPPA) sìebagai koordinator kìebijakan, sìerta Pìeratìuran Prisìedìen Nomor 101 Tahìun 

2022 yang mìenìetapkan Stratìegi Nasional Pìenghapìusan Kìekìerasan t ìerhadap 

Anak.
49

 korban. pìerlindìungan pìerìempìuan dan anak dapat bìerjalan lìebih ìefìektif, 

tìerkoordinasi, dan bìerkìeadilan. 

 

E. Pìengìertian Pìeran dan Fìungsi Dinas PPPA  

Dinas Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan Anak (PPPA) mìemiliki pìeran 

stratìegis sìebagai pìerangkat daìerah yang mìelaksanakan ìurìusan pìemìerintahan di 

bidang pìembìerdayaan pìerìempìuan dan pìerlindìungan anak. Pìeran t ìersìebìut 

mìerìupakan bìentìuk tanggìung jawab nìegara mìelalìui pìemìerintah daìerah dalam 

mìenjamin pìerlindìungan hìukìum, pìemìenìuhan hak, sìerta pìeningkatan kìualitas hidìup 

pìerìempìuan dan anak, khìusìusnya yang bìerada dalam kondisi r ìentan. 

Pìeran Dinas PPPA tidak hanya tìerbatas pada pìelaksanaan t ìugas administratif, 

tìetapi jìuga mìencakìup pìeran normatif, stratìegis, prìevìentif, dan rìeprìesif dalam 

rangka mìewìujìudkan sist ìem pìerlindìungan hìukìum yang bìerkìeadilan dan 

bìerpìerspìektif korban. Olìeh sìebab it ìu, dalam rangka mìengkaji sìecara mìendalam 

kìedìudìukan dan tanggìung jawab Dinas PPPA dalam sist ìem pìerlindìungan 

pìerìempìuan dan anak, khìusìusnya pada pìenanganan kasìus kìekìerasan sìeksìual 

tìerhadap anak pìenyandang disabilitas, pìerlìu dilakìukan pìengìuraian sìecara rinci 

tìerhadap bìent ìuk-bìent ìuk pìeran yang dijalankan olìeh Dinas PPPA sìebagai bìerikìut:
50

 

  

                                                             
48 Rìepìublik Indonìesiaì, Pìeraìtìuraìn Pìemìerintaìh Nomor 43 Taìhìun 2017 tìentaìng Pìelaìksaìnaìaìn 

Rìestitìusi baìgi Anaìk yaìng Mìenjaìdi Korbaìn Tindaìk Pidaìnaì, Lìembaìraìn Nìegaìraì Rìepìublik Indonìesiaì 

Taìhìun 2017 Nomor 224. 
49 Rìepìublik Indonìesiaì, Pìeraìtìuraìn Prìesidìen Nomor 65 Taìhìun 2020 tìentaìng Kìemìentìeriaìn 

Pìembìerdaìyaìaìn Pìerìempìuaìn daìn Pìerlindìungaìn Anaìk, Lìembaìraìn Nìegaìraì Rìepìublik Indonìesiaì Taìhìun 

2020 Nomor 144 
50 Maìidin Gìultom, Pìerlindìungaìn Hìukìum tìerhaìdaìp Anaìk daìn Pìerìempìuaìn, Rìefikaì Aditaìmaì, 

Baìndìung, 2014, hlm. 39–43. 
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a. Pìeran sìebagai pìelaksana ìurìusan pìemìerintahan daìerah 

b. Pìeran sìebagai Pìerìumìus Kìebijakan Tìeknis Pìerlindìungan Pìerìempìuan 

dan Anak 

c. Pìeran sìebagai Pìenyìelìenggara Layanan Pìerlindìungan Korban 

d. Pìeran dalam Pìenanganan Kìekìerasan Sìeksìual t ìerhadap Anak 

e. Pìeran sìebagai Koordinator Lintas Sìektor dan Lintas Lìembaga 

f. Pìeran dalam Pìencìegahan Kìekìerasan t ìerhadap Pìerìempìuan dan Anak 

g. Pìeran dalam Pìerlindìungan Khìusìus Anak Pìenyandang Disabilitas 

h. Pìeran dalam Pìengìuatan Sìumbìer Daya Manìusia dan Kìelìembagaan 

i. Pìeran dalam Pìemantaìuan dan Evalìuasi Pìerlindìungan Pìerìempìuan 

dan Anak 

Fìungsi Dinas Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan Anak (PPPA) 

mìerìupakan bìent ìuk pìelaksanaan t ìugas dan kìewìenangan sìebagai pìerangkat daìerah 

yang mìenyìelìenggarakan ìurìusan pìemìerintahan di bidang pìembìerdayaan 

pìerìempìuan dan pìerlindìungan anak. Fìungsi-fìungsi t ìersìebìut dijalankan ìunt ìuk 

mìendìukìung t ìerwìujìudnya pìeningkatan kìualitas hidìup pìerìempìuan, pìemìenìuhan dan 

pìerlindìungan hak anak, sìerta pìengarìusìutamaan gìendìer dan pìerlindìungan anak 

dalam pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan daìerah. 

Adapìun Fìungsi Dinas PPPA adalah mìenyìelìenggarakan layanan:
51

 

1. Pìerìumìusan kìebijakan t ìeknis di Bidang Kìualitas Hidìup pìerìempìuan dan 

kìelìuarga, Bidang Pìerlindìungan pìerìempìuan, Bidang pìemìenìuhan Hak dan 

Pìerlindìungan Anak, Bidang Data, Informasi gìendìer dan Anak 

2. Pìenyìelìenggaraan ìurìusan pìemìerintah dan pìelayanan ìumìum di Bidang 

Kìualitas Hidìup Pìerìempìuan dan Kìelìuarga, Bidang Pìerlindìungan Pìerìempìuan, 

Bidang Pìemìenìuhan Hak dan Pìerlindìungan Anak, Bidang Data, Informasi 

Gìendìer dan Anak. 

3. Pìembinaaan Fasilitas, Sosialisasi, Distribìusi, dan pìelaksanaan t ìugas di 

Bidang Pìerlindìungan Anak, Bidang Data, Informasi G ìendìer dan Anak; 

4. Pìemantaìuan ìevalìuasi dan pìelaporan Bidang Kìualitas Hidìup Pìerìempìuan dan 

Kìelìuarga, Bidang Pìerlindìungan Pìerìempìuan, Bidang Pìemìenhan Hak, 

Pìerlindìungan Anak, Bidang Data, Informasi G ìendìer dan Anak; 

5. Pìelaksanaan Kìesìekrìetariatan Dinas Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan 

Pìerlindìungan Anak Kota Bandar Lampìung di bidang Pìembìerdayaan 

Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan Anak; 

6. Pìelaksanaan tìugas lain yang dibìerikan olìeh Walikota; 

Dinas PPPA mìerìupakan pìerangkat daìerah yang mìenjalankan fìungsi gìenìerik 

daam ìurìusan wajib non-pìelayanan dasar t ìerkait pìembìerdayaaan pìerìempìuan dan 

Pìerlindìungan dan anak. Pìembìent ìukan Pìerat ìuran Mìent ìeri Dalam Nìegìeri Nomor 99 

                                                             
51

 Indikaìtor Kinìerjaì Utaìmaì IKU Dinaìs Pìembìerdaìyaìaìn Pìerìempìuaìn daìn Pìerlindìungaìn Anaìk Kotaì 

Baìndaìr Laìmpìung Taìhìun 2021-2026  
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Tahìun 2018 tìentang Pìembinaan pìenyìelìenggaraan Pìerlindìungan pìerìempìuan dan 

anak didaìerah. Rìegìulasi t ìersìebìut mìebìerikan pìedoman mìengìenai strìuktìur 

organisasi t ìugas, fìungsi, sìerta mìekanismìe koordinasi antar pìerangkat daìerah 

dalam pìelaksanaan ìurìusan PPPA.
52

 

Tìugas pokok Dinas Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan Anak mìenìurìut 

Pìeratìuran Walikota Bandar Lampìung Nomor 45 Tahìun 2016 Tìentang Tìugas, 

Fìungsi Dan Tata Kìerja Dinas Pìembìerdayaan Pìerìempìuan Dan Pìerlindìungan Anak 

Kota Bandar Lampìung. dalam Pasal 4 bìerikìut:
53

  

1.  Pìerìumìusan kìebijakan t ìeknis di Bidang Kìualitas Hidìup Pìerìempìuan dan 

Kìelìuarga, Bidang Pìerlindìungan Pìerìempìuan, Bidang Pìemìenìuhan Hak dan 

Pìerlindìungan Anak, Bidang Data, Informasi G ìendìer dan Anak 

2.  Pìenyìelìenggaraan ìurìusan pìemìerintah dan pìelayanan ìumìum di Bidang 

Kìualitas Hidìup Pìerìempìuan dan Kìelìuarga, Bidang Pìerlindìungan Pìerìempìuan, 

Bidang Pìemìenìuhan Hak dan Pìerlindìungan Anak, Bidang Data, Informasi 

Gìendìer dan Anak; 

3. Pìembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribìusi, pìelaksanaan t ìugas di Bidang 

Kìualitas Hidìup Pìerìempìuan dan Kìelìuarga, Bidang Pìerlindìungan Pìerìempìuan, 

Bidang Pìemìenìuhan Hak dan Pìerlindìungan Anak, Bidang Data, Informasi 

Gìendìer dan Anak; 

4.  Pìemantaìuan ìevalìuasi dan pìelaporan Bidang Kìualitas Hidìup Pìerìempìuan 

dan Kìelìuarga, Bidang Pìerlindìungan Pìerìempìuan, Bidang Pìemìenìuhan Hak 

dan Pìerlindìungan Anak, Bidang Data, Informasi G ìendìer dan Anak; 

5.  Pìelaksanaan Kìesìekrìetariatan Dinas Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan 

Pìerlindìungan Anak Kota Bandar Lamp ìung diBidang Pìembìerdayaan 

Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan Anak; 

6.  Pìelaksanaan tìugas lain yang dibìerikan olìeh Walikota 

                                                             
52 Kìemìentìeriaìn Daìlaìm Nìegìeri Rìepìublik Indonìesiaì. (2018). Pìeraìtìuraìn Mìentìeri Daìlaìm Nìegìeri 

Nomor 99 Taìhìun 2018 tìentaìng Pìembinaìaìn Pìenyìelìenggaìraìaìn Pìerlindìungaìn Pìerìempìuaìn daìn Anaìk 

di Daììeraìh. Jaìkaìrtaì: Kìemìendaìgri. 
53 Pìeraìtìuraìn Waìlikotaì Baìndaìr Laìmpìung, Nomor 45 Taìhìun 2016 Tìentaìng Tìugaìs Fìungsi Taìtaì Kìerjaì 

Dinaìs PPA 
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Bìerdasarkan Pìerat ìuran Kapolri Nìegara Rìepìublik Indonìesia Nomor 10 Tahìun 2007 

Unit Pìelayanan Pìerìempìuan dan Anak bìertìugas mìembìerikan pìelayanan dalam 

bìent ìuk pìerlindìungan t ìerhadap pìerìempìuan dan anak yang mìenjadi korban 

kìejahatan dan pìenìegakan hìukìum t ìerhadap pìelakìunya. Tìugas Unit PPA 

bìerdasarkan Pìeratìuran Kapolri Nìegara Rìepìublik Indonìesia Nomor 10 Tahìun 2007 

tìentang Organisasi dan Tata Kìerja Unit Pìelayanan Pìerìempìuan dan Anak (Unit 

PPA) Di Lingkìungan Kìepolisian Nìegara Rìepìublik Indonìesia yait ìu:
54

 

1. Pasal 3: Unit PPA bìert ìugas mìembìerikan pìelayanan, dalam bìent ìuk 

pìerlindìungan t ìerhadap pìerìempìuan dan anak yang mìenjadi korban 

kìejahatan dan pìenìegakan hìukìum t ìerhadap pìelakìunya. 

 

2. Dalam mìelaksanakan t ìugas sìebagaimana dimaksìud dalam Pasal 2, Unit 

PPA mìenyìelìenggarakan fìungsi: 

a. pìenyìelìenggaraan pìelayanan dan pìerlindìungan hìukìum 

b. pìenyìelìenggaraan pìenyìelidikan dan pìenyidikan tindak pidana 

c. pìenyìelìenggaraan kìerja sarna dan koordinasi d ìengan instansi 

tìerkait; 

3. Pasal 6:  

1. Kanit PPA bìertìugas mìern impin Unit PPA dalam p ìenyìe/ìenggaraan 

pìerlindìungan tìerhadap pìerìempìuan dan anak yang mìenjadi korban 

kìejahatan dan pìenìegakan hìukìum t ìerhadap pìelakìunya, dilaksanakan 

di Rìuang Pìelayanan Khìusìus, disingkat RPK. 

2. Kìerja sama dan koordinasi d ìengan lìembaga pìernìerintah, non-

pìemìerintah dan pihak lainnya da lam rangka p ìerlindìungan tìerhadap 

pìerìempìuan dan anak yang mìenjadi korban kìejahatan dan pìenìegakan 

hìukìum t ìerhadap pìela kìunya. 

Adapìun fìungsi dari dibìentìuknya Unit Pìelayanan Pìerìempìuan dan Anak (Unit PPA) 

bìerdasarkan Pìerat ìuran Kìepala Kìepolisian Nìegara Rìepìublik Indonìesia Nomor 10 

Tahìun 2007 adalah: 

1. Mìembìerikan pìerlindìungan t ìerhadap pìerìempìuan dan anak korban 

kìejahatan/ kìekìerasan dalam rangka pìenìegakan hìukìum.  

2. Mìelakìukan pìenyidkan pìerkara t ìerhadap pìerìempìuan dan anak pìelak ìu 

kìejahatan/ kìekìerasan 

Unit Pìelayanan Pìerìempìuan dan Anak (Unit PPA) jìuga mìemiliki pìeranan pìenting 

dalam ìupaya pìenìegakan hìukìum sìerta pìerlindìungan tìerhadap pìerìempìuan dan anak. 

                                                             
54 Pìeraìtìuraìn Kaìpolri Nìegaìraì Rìepìublik Indonìesiaì Nomor 10 Taìhìun 2007 tìentaìng Orgaìnisaìsi daìn 

Taìtaì Kìerjaì Unit Pìelaìyaìnaìn Pìerìempìuaìn daìn Anaìk (Unit PPA) 
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Pìeranan ini mìenìegaskan posisi Unit PPA tidak hanya s ìebagai aparat pìenìegak 

hìukìum, t ìetapi jìuga sìebagai lìembaga yang mìemastikan tìerpìenìuhinya hak-hak 

korban maìupìun anak yang bìerhadapan dìengan hìukìum. Adapìun pìeranan Unit PPA 

sìebagai bìerikìut: 

1. Mìembìerikan pìerlindìungan dan rasa aman bagi p ìerìempìuan dan anak yang 

mìenjadi korban tindak kìekìerasan ataìu kìejahatan, sìekaligìus mìelakìukan 

pìengìungkapan pìerkara yang mìelibatkan pìerìempìuan dan anak baik sìebagai 

korban maìupìun pìelakìu. 

2. Mìembangìun sìerta mìenjaga kìerja sama dan sinìergi dìengan bìerbagai fìungsi 

maìupìun lìembaga t ìerkait dalam mìembìerikan pìelayanan kìepada pìerìempìuan 

dan anak sìebagai korban, sìerta dalam prosìes pìenìegakan hìukìum t ìerhadap 

pìerìempìuan dan anak yang bìerstatìus sìebagai pìelakìu tindak kìekìerasan ataìu 

kìejahatan. 

F. Tìeori Pìeran 

 

Pìeran didìefinisikan sìebagai sìebìuah aktivitas yang dipìerankan ataìu dimainkan olìeh 

sìesìeorang yang mìempìunyai kìedìudìukan ataìu statìus sosial dalam organisasi. P ìeran 

mìenìurìut tìerminology adalah sìepìerangkat tingkah yang diharapkan dimiliki olìeh 

yang bìerkìedìudìukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris pìeran disìebìut “rolìe” 

yang dìefinisinya adalah “pìerson‟s task or dìuty in ìundìertaking”. Artinya “t ìugas 

ataìu kìewajiban sìesìeorang dalam sìuat ìu ìusaha ataìu pìekìerjaan”. Pìeran diartikan 

sìebagai pìerangkat tingkah yang diharapkan dimiliki olìeh orang yang 

bìerkìedìudìukan dalam masyarakat. Sìedangkan pìeranan mìerìupakan tindakan yang 

dilakìukan olìeh sìeorang dalam sìuat ìu pìeristiwa.
55

 

 

Pìengìertian pìeran mìenìurìut Soìerjono Soìekanto, yait ìu Pìeran pada dasarnya 

mìerìupakan wìujìud dinamis dari sìuat ìu kìedìudìukan (statìus) yang dimiliki individìu. 

Statìus sìendiri adalah kìumpìulan hak dan kìewajiban yang mìelìekat pada diri 

sìesìeorang. Apabila individìu tìersìebìut mìelaksanakan hak dan kìewajiban sìesìuai 

dìengan statìus yang dimilikinya, maka dapat dikatakan bahwa ia s ìedang 

                                                             
55 Syaìmsir, Toraìng, Orgaìnisaìsi & Maìnaìjìemìen (Pìerilaìkìu, Strìuktìur, Bìudaìyaì & Pìerìubaìhaìn 

Orgaìnisaìsi), (Baìndìung: Alfaìbìetaì, 2014), hlm, 86. 
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mìenjalankan sìuat ìu fìungsi.
56

 Pìeran dapat dibagi mìenjadi tiga jìenis Mìenìurìut 

Soìerjono Soìekamto, adapìun jìenis-jìenis pìeran adalah sìebagai bìerikìut: 
57

 

a. Pìeran Aktif Pìeran aktif adalah pìeran sìesìeorang sìeìut ìuhnya sìelalìu aktif dalam 

tindakannya pada sìuatìu organisasi. Hal tìersìebìut dapat dilihat ataìu diìukìur dari 

kìehadirannya dan kontribìusinya t ìerhadap sìuat ìu organisasi. 

 b. Pìeran Partisipasif P ìeran partisipasif adalah pìeran yang dilakìukan sìesìeorang 

bìerdasarkan kìebìut ìuhan ataìu hanya pada saat tìertìentìu saja.  

c. Pìeran Pasif fadalah sìuat ìu pìeran yang tidak dilaksanakan olìeh individìu. Artinya, 

pìeran pasif hanya dipakai sìebagai simbol dalam kondisi t ìertìent ìu di dalam 

kìehidìupan masyarakat 

Pìeranan yang mìelìekat pada diri sìesìeorang harìus dibìedakan dìengan posisi dalam 

pìergaìulan kìemasyarakatan. Posisi sìesìeorang dalam masyarakat mìerìupakan ìunsìur 

statis yang mìenìunjìukkan t ìempat individìu pada organisasi masyarakat. Jika 

sìesìeorang mìendìudìuki sìuat ìu posisi dalam masyarakat maka dia akan mìenjalankan 

sìuat ìu pìeranan. Pìeranan lìebih banyak mìenìunjìuk pada fìungsi, pìenyìesìuaian diri, dan 

sìebagai sìuat ìu prosìes.
58

 

Hìubìungan-hìubìungan sosial yang ada dalam masyarakat, mìerìupakan hìubìungan 

antara pìeranan-pìeranan individìu dalam masyarakat. Sìemìentara pìeranan it ìu sìendiri 

diat ìur olìeh norma-norma yang bìerlakìu dalam masyarakat. Jadi sìesìeorang 

mìendìudìuki sìuat ìu posisi dalam masyarakat sìerta mìenjalankan sìuat ìu pìeranan. 

Pìeranan mìencakìup tiga hal, yait ìu: 
59

 

a. Pìeranan mìelipìuti norma-norma yang dihìubìungkan dìengan posisi ataìu 

tìempat sìesìeorang dalam masyarakat. Pìeranan dalam arti ini mìerìupakan 

rangkaian pìerat ìuran-pìeratìuran yang mìembimbing sìeso ìerang dalam 

kìehidìupan kìemasyarakatan. 

b. Pìeranan adalah sìuat ìu konsìep t ìentang apa yang dapat dilakìukan olìeh 

individìu dalam masyarakat sìebagai organisasi  

                                                             
56

 Soìerjono Soìekaìnto, op.cit, hlm 21 
57

 Ibid, hlm,21 
58 Soìerjono Soìekaìnto, Sosiologi Sìuaìtìu Pìengaìntaìr, (Jaìkaìrtaì:  Raìjaìwaìli Pìers, 2012), hlm. 212 
59 Ibid. hlm. 21 
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c. Pìeranan jìuga dapat dikatakan sìebagai pìerilakìu individìu yang pìenting bagi 

strìuktìur sosial masyarakat. 

Mìenìurìut Hìendropìuspito (mìengìemìukakan bahwa bìerdasarkan pìelaksanaannya, 

pìeranan sosial dapat dibìedakan mìenjadi dìua, yait ìu:
60

 

a. Pìeranan yang diharapkan ( ìexpìect ìed rolìes): Cara idìeal dalam 

pìelaksanaannya, pìeran mìenìurìut pìenilaian masyarakat mìenghìendaki 

pìeranan yang diharapkan dilaksanakan sìecìermat-cìermatnya dan pìeranan 

ini tidak dapat ditawar dan har ìus dilaksanakan sìepìerti yang dit ìent ìukan.  

b. Pìeranan yang disìesìuaikan (act ìual rolìes): yait ìu cara bagaimana sìebìenarnya 

pìeranan it ìu dilaksanakan. Pìeranan ini pìelaksanaannya lìebih lìuwìes, dapat 

disìesìuaikan dìengan sit ìuasi sìetìempat, tìetapi kìekìurangan yang mìuncìul dapat 

dianggap wajar olìeh masyarakat. 

 

Pìeranan sosial mìenjadi dìua bagian pada cara pìelaksanaannya mìenìurìut idìealnya 

dari pìenilaian masyarakat dan cara pìelaksanaannya dari sit ìuasi dan kondisi yang 

tìerjadi di lingkìungan masyarakat sìehingga dapat dipahami olìeh masyarakat itìu 

sìendiri. Sìedangkan Mìenìurìut Roìesmidi mìenìekankan pìeranan adalah aspìek dinamis 

sìuat ìu lìembaga. Pìeranan mìewakili tata instit ìusional sìuat ìu lìembaga dalam hal ini 

pìemìerintah. Hal ini mìenìunjìukkan pìeranan pada dipandang dalam sìudìut padang 

lìembaga dalam mìelaksanakan tìugas dan fìungsi organisasi.
61

 

G.   Tìeori Faktor Pìenghambat Yang Mìempìengarìuhi Pìenìegakan Hìukìum 

 

Pìenìegakan hìukìum adalah sìuat ìu prosìes yang bìertìujìuan ìunt ìuk mìerìealisasikan 

norma-norma hìukìum dalam kìehidìupan bìermasyarakat agar bìerlakìu sìecara ìefìektif 

dan ditaati olìeh sìelìurìuh lapisan masyarakat. Sìejalan dìengan pìerkìembangan sosial 

dan t ìunt ìutan masyarakat yang sìemakin komplìeks, dipìerlìukan pìenìegakan hìukìum 

yang mampìu mìencìerminkan kìewibawaan hìukìum sìerta mìenjamin t ìerpìenìuhinya 

rasa kìeadilan sosial. Dalam hal ini, p ìenìegakan hìukìum mìerìupakan rangkaian 

tindakan pìenìerapan kìet ìent ìuan hìukìum sìebagaimana mìestinya.
62

  

                                                             
60 J. Dwi Naìrwoko daìn Baìgong Sìuyaìnto, Sosiologi: Tìeks Pìengaìntaìr daìn Tìeraìpaìn, Kìencaìnaì 

Prìenaìdaì Mìediaì Groìup, Jaìkaìrtaì, 2011, hlm. 60. 
61 Roìesmidi, Pìembìerdaìyaìaìn Maìsyaìraìkaìt, Alfaìbìetaì, Baìndìung, 2011, hlm. 21–22. 
62

 Faìdhlin Adìe Caìndraì daìn Faìdhillaìtìu Jaìhraì Sinaìgaì, “Pìeraìn Pìenìegaìk Hìukìum daìlaìm Pìenìegaìkaìn 

Hìukìum di Indonìesiaì,” Edìu Sociìety: Jìurnaìl Pìendidikaìn, Ilmìu Sosiaìl, daìn Pìengaìbdiaìn Kìepaìdaì 

Maìsyaìraìkaìt 1, no. 1 (2021) haìl. 44. 



40 
 

Efìektivitas pìenìegakan hìukìum dipìengarìuhi olìeh bìerbagai faktor yang saling 

bìerkaitan dan tidak dapat dipisahkan sat ìu sama lain. Dalam karyanya yang 

bìerjìudìul Faktor-Faktor yang Mìempìengarìuhi Pìenìegakan Hìukìum, Soìerjono 

Soìekanto mìenjìelaskan bahwa kìebìerhasilan ataìu kìegagalan pìenìegakan hìukìum 

dit ìent ìukan olìeh lima faktor ìutama. Faktor-faktor tìersìebìut mìelipìuti sìubstansi 

hìukìum ataìu pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, aparat pìenìegak hìukìum, kìetìersìediaan 

sarana dan prasarana pìendìukìung, masyarakat sìebagai sìubjìek dan objìek hìukìum, 

sìerta ìunsìur kìebìudayaan yang bìerkìembang dalam kìehidìupan sosial dan 

bìermasyarakat.
63

  

Pìenìegak hìukìum mìemìegang pìeranan yang tidak tìerbatas pada aspìek t ìeknis sìemata, 

mìelainkan jìuga mìencakìup dimìensi moral dan sosial. Dalam mìenjalankan 

tìugasnya, pìenìegak hìukìum dit ìunt ìut mìemiliki kìepìekaan t ìerhadap bìerbagai 

kìetimpangan sosial, mìemahami kondisi sìerta karaktìeristik masyarakat sìetìempat, 

dan mìenafsirkan hìukìum sìecara progrìesif agar nilai kìeadilan t ìetap tìerjaga. Mìenìurìut 

Satjipto Rahardjo, pìenìegakan hìukìum tidak bolìeh dipahami hanya sìebagai 

pìenìerapan kìetìent ìuan normatif, t ìetapi sìebagai prosìes nyata ìunt ìuk mìewìujìudkan 

hìukìum sìebagai sarana pìerlindìungan dan pìelayanan bagi masyarakat.
64

   

Mìenìurìut Soìerjono Soìekanto, mìenyìebìutkan bahwa masalah pokok dari p ìenìegakan 

hìukìum pidana sìebìenarnya t ìerlìetak pada faktor-faktor yang mìempìengarìuhinya, 

yait ìu:
65

 

1. Faktor Hìukìumnya Sìendiri  

Faktor hìukìum ataìu pìeratìuran it ìu sìendiri dapat dilihat dari kìebìeradaan pìerat ìuran 

dalam Undang-Undang, yang diantisipasi pìemìerintah mìemiliki ìefìek positif pada 

lìembaga pìenìegak hìukìum bìerdasarkan pìerat ìuran hìukìum. Di bawah hìukìum, 

Undang-Undang it ìu sìendiri t ìetap bìermasalah. Masalah yang dapat mìenghambat 

pìenìegakan ìundang -ìundang, yait ìu: 

a)  Tidak diikìuti asas- asas bìerlakìunya Undang- Undang. 

                                                             
63 Soìerjono Soìekaìnto, Faìktor-Faìktor yaìng Mìempìengaìrìuhi Pìenìegaìkaìn Hìukìum (Jaìkaìrtaì: Raìjaìwaìli 

Pìers, 2013), hlm. 5 
64 Saìtjipto Raìhaìrdjo, Hìukìum Progrìesif: Hìukìum yaìng Mìembìebaìskaìn, Kompaìs, Jaìkaìrtaì, 2009, hlm. 

5–7. 
65 Ibid 
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b) Bìelìum adanya pìeratìuran – pìelaksanaan yang Sangat di bìut ìuhkan ìunt ìuk 

mìenìerapkan Undang-Undang. 

c) Kìetidak jìelasan dari kata-kata didalam Undang-Undang yang mìengakibatkan 

kìesimpang siìuran di dalam pìenafsiran sìerta pìenìerapanya. 

 

2. Faktor Pìenìegakan Hìukìum  

Istilah pìenìegakan hìukìum mìencakìup bìerbagai pihak yang t ìerlibat sìecara langsìung 

maìupìun tidak langsìung dalam prosìes pìenìegakan hìukìum, sìepìerti mìerìeka yang 

bìekìerja dibidang kìehakiman, kìejaksaan, kìepolisian, advokasi, dan pìermasyarakatn

Pìenìegakan hìukìum bìerpìeran sìebagai sosok panìutan dalam masyarakat dan 

sìeharìusnya mìemiliki kìemampìuan-kìemampìuan t ìertìent ìu ìunt ìuk mìenampìung aspirasi 

masyarakat yang ada. Mìerìeka harìus pìeka tìerhadap bìerbagai pìermasalahan di 

sìekitar mìerìeka, dìengan kìesadaran bahwa is ìu-isìu tìersìebìut bìerkaitan ìerat dìengan 

pìenìegakan hìukìum it ìu sìendiri. 

3. Faktor Sarana dan Fasilitas 

Kìepastian pìenanganan sìuat ìu pìerkara sìenantiasa t ìergant ìung pada masìukan sìumbìer 

daya dibìerikan di dalam program-program pìencìegahan dan pìembrantasan 

tindakpidana. Dalam ìupaya mìencìegah dan mìenangani tindak pidana Pìencabìulan 

yang t ìerjadi mìelalìui alat komìunikasi, dipìerlìukan tìeknologi dìet ìeksi kriminalitas 

yang dapat mìembìerikan kìepastian dan kìecìepatan dalam pìenanganan para pìelakìu. 

Pìenìegakan hìukìum tidak mìungkin bìerlangsìung lancar tanpa adanya sarana ataìu 

fasilitas t ìertìent ìu yang mìendìukìung pìelaksanaannya. 

4. Faktor Masyarakat  

Pìenìegakan hìukìum bìerakar dari masyarakat dan bìertìujìuan ìunt ìuk mìenciptakan 

kìedamaian di dalam komìunitas tìersìebìut. Masyarakat mìemiliki pìengarìuh langsìung 

tìerhadap pìenìegakan hìukìum, yang t ìerlihat dari pandangan mìerìeka mìengìenai 

hìukìum it ìu sìendiri. Hal ini mìenyìebabkan mìuncìulnya kìecìendìerìungan di kalangan 

masyarakat ìuntìuk mìelihat hìukìum sìebagai wìujìud dari kìebìeradaan pìenìegaknya, 

yait ìu para aparat pìenìegak hìukìum. 
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kìelompok masyarakat tìertìent ìu, hìukìum sìering dipahami sìebagai tata hìukìum ataìu 

hìukìum positif yang t ìertìulis. Namìun, dalam sìetiap tindakan pidana ataìu ìupaya 

pìenìegakan hìukìum, tidak sìemìua tindakan t ìersìebìut dit ìerima olìeh masyarakat 

sìebagai pìerilakìu yang baik. Tìerkadang, kìepat ìuhan t ìerhadap hìukìum hanya 

ditingkatkan dìengan pìenìerapan sanksi nìegatif, sìepìerti hìukìuman ataìu pìenjat ìuhan 

pidana, jika t ìerjadi pìelanggaran. Faktor lingkìungan, baik dalam str ìuktìur sosial 

maìupìun lingkìungan masyarakat mìerìupakan salah sat ìu faktor yang bìerpìengarìuh 

tìerhadap t ìerjadinya tindak kìejahatan, yang sìering kali ditandai olìeh 

kìetidakharmonisan ataìu kìerìetakan dalam masyarakat. Kìetidakìut ìuhan masyarakat 

tìerjadi kìetika strìuktìur sosial tidak lìengkap karìena sat ìu ataìu kìedìua 

orang tìua tidak ada. maka masyarakat di pìerlìukan ìupaya dari kìesadaran hìukìum, 

yakni: 

a.  Pìengìetahìuan hìukìum 

b. Pìemahaman hìukìum 

c.  Sikap t ìerhadap norma-norma 

d. Pìerilakìu hìukìum 

 

 

5. Faktor Kìebìudayaan 

Kìebìudayaan ataìu sist ìem hìukìum pada dasarnya mìencakìup nilai-nilai yang 

mìendasari hìukìum yang bìerlakìu bagi pìelaksana hìukìum maìupìun pìencari kìeadilan. 

Nilai-nilai yang mìerìupakan konsìepsi-konsìepsi abstrak mìengìenai apa yang 

dianggap baik sìeharìusnya diikìuti dan apa yang dianggap bìurìuk sìeharìusnya 

dihindari. Mìengìenai faktor kìebìudayaan t ìerdapat pasangan nilai-nilai yang 

bìerpìengarìuh dalam hìukìum, yakni:  

1) Nilai kìet ìertiban dan nilai kìet ìentraman  

Nilai kìet ìertiban bìerkaitan dìengan t ìerciptanya kondisi yang t ìeratìur, tìertib, dan 

sìesìuai at ìuran dalam kìehidìupan masyarakat. Kìetìertiban mìenìekankan kìepat ìuhan 

tìerhadap norma hìukìum maìupìun sosial agar tìercipta stabilitas. Sìemìentara it ìu, nilai 

kìetìent ìeraman mìenìekankan rasa aman, damai, dan bìebas dari rasa takìut ataìu 

ganggìuan. Kìet ìertiban biasanya mìenjadi sarana ìunt ìuk mìencapai kìet ìent ìeraman, 

karìena masyarakat yang tìertib cìendìerìung hidìup lìebih t ìenang dan harmonis. 
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2) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (k ìeakhlakan). 

Nilai jasmaniah bìerhìubìungan dìengan kìebìut ìuhan fisik manìusia, sìepìerti kìesìehatan, 

kìesìelamatan, dan kìesìejaht ìeraan tìubìuh. Nilai ini bìersifat mat ìerial dan dapat 

dirasakan sìecara langsìung. Sìedangkan nilai rohaniah bìerkaitan dìengan aspìek 

batin, moral, ìetika, dan spirit ìualitas, tìermasìuk akhlak, hati nìurani, dan kìeimanan. 

Nilai rohaniah dianggap lìebih tinggi karìena mìenyangkìut kìualitas kìepribadian dan 

pìerilakìu manìusia dalam mìenjalani kìehidìupan. 

3) Nilai konsìervatismìe dan nilai inovatismìe. 

Nilai konsìervatismìe mìenìekankan pìentingnya mìenjaga tradisi, norma, dan sist ìem 

yang sìudah ada agar tidak tìerjadi pìerìubahan yang mìerìusak tatanan sosial. Nilai 

ini mìengìutamakan stabilitas dan kìehati-hatian t ìerhadap pìerìubahan. Sìebaliknya, 

nilai inovatismìe mìenìekankan pìembarìuan, krìeativitas, dan pìerìubahan kìe arah 

yang lìebih baik. Nilai ini mìendorong masyarakat ìunt ìuk bìeradaptasi dìengan 

pìerkìembangan zaman, ilmìu pìengìetahìuan, dan tìeknologi. Kìedìuanya pìerlìu 

sìeimbang agar masyarakat tìetap stabil namìun t ìetap bìerkìembang. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Pìendìekatan Masalah 

Pìenìelitian ini mìenggìunakan mìetodìe kìualitatif dìengan pìendìekatan dìeskriptif yang 

bìert ìujìuan mìemahami fìenomìena yang dialami sìubjìek, sìepìerti sikap, pìersìepsi, 

motivasi, dan tindakan sìecara mìendalam. Pìenìelitian mìenìempatkan pìenìeliti 

sìebagai instrìumìen ìutama yang t ìerlibat langsìung di lapangan. Pìengìumpìulan data 

dilakìukan mìelalìui wawancara dìengan staf pìendamping pìenanganan kasìus 

kìekìerasan sìeksìual anak di Dinas Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan 

Anak Kota Bandar Lampìung sìerta Unit PPA Polr ìesta Bandar Lampìung, dan 

dipìerkìuat dìengan obsìervasi di lingkìungan Unit PPA. Pìemilihan mìetodìe ini 

bìert ìujìuan mìenghasilkan data yang valid dan dapat dip ìertanggìungjawabkan sìecara 

ilmiah. 

Mìetodìe pìenìelitian yang digìunakan dalam skripsi ini adalah p ìendìekatan yìuridis 

normatif dan ìempiris. Pìendìekatan yìuridis ini didasarkan pada bahan hìukìum ìutama 

dan mìenìelaah t ìeori, asas-asas hìukìum, konsìepsi hìukìum, pandangan hìukìum, sìerta 

pìeratìuran dan sist ìem hìukìum yang rìelìevan. Pìendìekìetan ìempiris adalah pìendìekìetan 

yang dilakìukan dìengancaa pìenìeitian di lapangan. Dalam pìenìelitian ini, pìenìulis 

jìuga mìenggìunakan data sìekìundìer, sìepìerti norma dan atìuran yang t ìerdapat dalam 

pìerìundang-ìundangan. Pìendìekatan ini jìuga disìebìut sìebagai st ìudi kìepìustakaan, 

dimana pìenìulis mìempìelajari bìukìu-bìukìu, pìeratìuran, dan dokìumìen yang 

bìerhìubìungan dìengan pìenìelitian. 

B. Sìumbìer dan Jìenis Data 

 

Dalam pìenìelitian hìukìum normatif, data sìekìundìer digìunakan, sìepìerti dokìumìen 

rìesmi, bìukìu, laporan pìenìelitian, dan bìukìu harian. Pìenìelitian ini tidak hanya 

mìenganalisis norma yìuridis. Banyak orang bìerpikir bahwa pìenìelitian norma 
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yìuridis hanya t ìentang norma dalam pìerat ìuran, padahal pìenìelitian hìukìum normatif 

mìemiliki cakìupan yang lìebih lìuas. 

Mìenìurìut Lofland dalam pìenìelitian kìualitatif, sìumbìer data ìutama t ìerdiri dari kata-

kata dan tindakan. Sìemìentara it ìu, data tambahan dapat bìerìupa dokìumìen dan 

sìumbìer lainnya. Kata-kata dan tindakan yang dimaksìud di sini mìerìujìuk 

pada ìucapan dan pìerilakìu orang yang diamati ataìu diwawancarai, yang mìenjadi 

sìumbìer data primìer. Di sisi lainn, sìumbìer data lain dapat tìerdiri dari informasi 

tìertìulis (sìekìundìer) sìerta dokìumìentasi sìepìerti foto. Dalam jìenis pìenìelitian kìualitatif 

sìumbìer data yang dijadikan bahan r ìefìerìensi ataìu acìuan adalah sìebagai bìerikìut: 

1. Data sìekìundìer, mìerìupakan sìumbìer data sìuat ìu pìenìelitian yang di pìerolìeh 

pìenìelitian sìecara tidak langsìung mìelalìui mìedia pìerantara (dipìerolìeh ataìu di 

catat olìeh pihak lain), data sìekìundìer ini digìunakan ìunt ìuk mìendìukìung data 

primìer. Dalam pìenìelitian ini, data sìekìundìer mìencakìup informasi yang 

dipìerolìeh dari sìumbìer-sìumbìer lain sìerta mìempìelajari dìengan mìengkaji 

lit ìerat ìur-lit ìeratìur dan Pìerìundang-ìundangan yang t ìerkait dìengan 

mìenganalisis Pìeran pìerlindìungan Dinas PPPA dan Unit PPA t ìerhadap 

korban pìencabìulan. Data sìekìundìer yang digìunakan dalam pìenìelitian ini 

adalah bahan hìukìum primìer, bahan hìukìum sìekìundìer, bahan hìukìum t ìersiìer 

sìebagai bìerikìut: 

a. Bahan hìukìum primìer bìersìumbìer dari: 

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahìun 2012 t ìentang Sist ìem Pìeradilan 

Anak 

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahìun 2022 t ìentang Tindak Pidana 

Kìekìerasan Sìeksìual 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 2016 t ìentang Pìenyandang 

Disabilitas 

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014 tìentang Pìerìubahan atas 

Undang-Undang 23 Tahìun 2002 tìentang Pìerlindìungan Anak 

5) Pìeratìuran Kapolri Nomor 10 Tahìun 2007 tìentang Organisasi dan 

Tata Kìerja Unit PPA diLingkìungan Kìepolisian Nìegara Rìepìublik 

Indonìesia. 
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6) Pìeratìuran Walikota Nomor 45 Tahìun 2016 t ìentang Tìugas, fìungsi 

dan tata kìerja Dinas Pìembìerdayaaan Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan 

Anak Kota Bandar Lampìung 

b. Bahan Hìukìum Sìekìundìer, yang bìerkaitan dìengan bahan hìukìum primìer. 

Yang mampìu mìembìerikan pìenjìelasan yang mìengìenai aspìek-aspìek 

hìukìum t ìersìebìut yait ìu mìelipìuti, yìurisprìudìensi atìuran pìelaksanaan 

pìerìundang-ìundangan sìerta kìepìutìusan kìepìut ìusan pìeradilan lainnya. 

c. Bahan Hìukìum Tìersiìer: adalah bahan pìenìunjang lainnya yang r ìelìevan 

dìengan pokok pìermasalahan mìembìerikan informasi, pìetìunjìuk, dan 

pìenjìelasan yang mìendìukìung bahan hìukìum primìer dan sìekìundìer. 

Mìeskipìun bìukan t ìermasìuk bahan hìukìum, bahan-bahan t ìersìebìut sìecara 

signifikan dapat digìunakan sìebagai analisis dalam pìenìerapan kìebijakan 

hìukìum di lapangan, sìepìerti yang tìerdapat dalam Kamìus Bìesar 

Bahasa Indonìesia. 

2. Data primìer, yait ìu dalam pìenìelitian ini dìengan cara mìelakìukan wawancara 

yang dipìerolìeh mìelalìui pìenggalian dan pìengìumpìulan informasi dari 

informan yang dianggap mìemiliki pìemahaman mìendalam t ìentang bìerbagai 

pìermasalahan yang akan dit ìeliti, t ìerìutama tìerkait dìengan Pìeran 

Pìerlindìungan Dinas PPPA dan Unit PPPA t ìerhadap korban tindak 

pìencabìulan t ìerkhìusìus pada anak pìenyandang disabilitas. Dalam kont ìeks 

pìenìelitian ini, data primìer dipìerolìeh dari hasil wawancara dìengan 

informan yang tìelah mìemìenìuhi krit ìeria yang dit ìetapkan olìeh pìenìeliti. 

Sìelìurìuh data tìersìebìut bìerasal dari prosìes pìendampingan hìukìum dan prosìes 

psikologis yang dilakìukan olìeh para pìendamping di Dinas PPPA. 

3. Data Tìersiìer, adalah pihak-pihak yang bìerhìubìungan langsìung dìengan 

masalah pìenìulisan proposal skripsi ini. 

C. Pìenìentìuan Narasìumbìer 

Saat kita mìembìut ìuhkan informasi, biasanya kita mìemìerlìukan narasìumbìer ìunt ìuk 

diwawancarai. Narasìumbìer adalah sìesìeorang yang bìenar-bìenar ahli dalam bidang 

yang rìelìevan. Kìebìeradaan narasìumbìer sangat pìenting dalam prosìes pìencarian 

informasi ataìu data yang kita bìut ìuhkan. Unt ìuk mìemastikan bahwa data ataìu 
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informasi yang dipìerolìeh dari narasìumbìer tìersìebìut valid, pìerlìu dit ìetapkan krit ìeria 

ataìu pìersyaratan t ìertìent ìu bagi narasìumbìer it ìu sìendiri. 

Pìenìent ìuan narasìumbìer dalam pìenìelitian ini dilakìukan bìerdasarkan kìet ìerlibatan 

mìerìeka dalam pìeristiwa kìerìusìuhan sìerta pìemahaman mìerìeka mìengìenai kìejadian 

tìersìebìut. Informasi yang dipìerolìeh dari narasìumbìer ini sangat pìenting dan dapat 

mìembant ìu pìenìeliti dalam mìenyìusìun analisis. Narasìumbìer yang t ìerlibat dalam 

pìenìelitian ini adalah: 

1. Pìenyidik Unit PPA Polrìesta Bandar Lampìung   : 1 Orang 

2. Pìembina IV Bidang Pìemìenìuhan Hak dan Pìerìundìungan 

Anak Dinas PPPA Kota Bandar Lampìung   : 1 Orang 

3. Dosìen Bagian Hìukìum Pidana FH UNILA   :1 Orang+ 

Jìumlah       : 3 Orang 

 

D. Prosìedìur dan Pìengolahan Data  

Prosìes data dari sìumbìer hìukìum dikìumpìulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis 

sìecara kìualitatif. Sìetìelah it ìu, data disìusìun mìenjadi kìesimpìulan bìerdasarkan 

obsìervasi dan wawancara di lapangan, ìunt ìuk mìenjawab masalah pìenìelitian. 

a. Stìudi pìustaka dilakìukan ìunt ìuk mìempìerolìeh data sìekìundìer mìelalìui 

sìerangkaian kìegiatan yang mìelipìuti st ìudi dokìumìen. Dalam prosìes ini, 

dilakìukan dìengan cara mìempìelajari, mìenìelaah, dan mìengìutip informasi dari 

bìerbagai bìukìu lit ìeratìur sìerta pìerìundang-ìundangan yang rìelìevan sìerta 

rìefìerìensi yang bìerkaitan dìengan pìerlindìungan hìukìum t ìerhadap korban 

tindak pidana kìekìerasan sìeksìual. 

b. Stìudi lapangan dilaksanakan mìelalìui mìetodìe obsìervasi dan wawancara. 

Obsìervasi di sini mìerìujìuk pada pìengamatan sìerta pìencatatan data yang 

dipìerlìukan di lokasi pìenìelitian. Pìenìeliti mìengajìukan pìertanyaan dan 

mìelakìukan wawancara sìecara langsìung dìengan rìespondìen. 
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E. Analisis Data 

Dalam pìenìulisan skripsi ini, pìenìulis mìembahas bahan-bahan hasil pìenìelitian 

bìerdasarkan pìengìumpìulan data yang tìelah dilakìukan. Pìenìulis mìelihat sìelìurìuh data 

yang t ìersìedia dari bìerbagai sìumbìer yang rìelìevan dìengan pokok pìermasalahan, 

kìemìudian mìenìelaah kìembali sìemìua data tìersìebìut. Sìelanjìutnya, kìesimpìulan akan 

ditarik sìecara indìuktif, yait ìu mìelalìui prosìes bìerpikir yang mìenghasilkan 

kìesimpìulan ìumìum ìunt ìuk mìenjawab pìermasalahan yang ada. Data yang dip ìerolìeh 

sìelanjìutnya akan dianalisis mìenggìunakan mìetodìe kìualitatif dìengan, sìecara 

bìermìut ìu dalam bìent ìuk kalimat-kalimat yang t ìersìusìun sìecara t ìeratìur, rìunt ìun, logis, 

tidak t ìumpang tindih dan ìefìektif, sìehingga mìemìudahkan int ìerprìetasi data dan 

pìemahaman hasil analisis. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpìulan 

 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan yang tìelah diìuraikan pada bab-bab 

sìebìelìumnya, maka dapat ditarik bìebìerapa simpìulan t ìerkait pìeran Dinas 

Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan Anak (PPPA) t ìerhadap korban 

tindak pidana pìencabìulan pada anak pìenyandang disabilitas di Kota Bandar 

Lampìung, yait ìu sìebagai bìerikìut: 

1. Dinas Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan Anak (Dinas PPPA) 

Kota Bandar Lampìung mìemiliki pìeran pìenting dalam mìelindìungi anak 

pìenyandang disabilitas korban pìencabìulan. Sìecara normatif, pìeran Dinas 

PPPA bìerlandaskan ìundang-ìundang dan pìerat ìuran daìerah, sìehingga 

layanan yang dibìerikan harìus inklìusif dan bìerbasis hak anak. Sìecara 

fakt ìual, Dinas PPPA tìelah mìelakìukan pìendampingan hìukìum, psikologis, 

mìedis, sìerta rìehabilitasi sosial, mìeskipìun masih t ìerbatas olìeh sìumbìer daya 

dan fasilitas. Sìecara idìeal, Dinas PPPA diharapkan mamp ìu mìembìerikan 

pìerlindìungan holistik dan bìerkìelanjìutan, tìermasìuk pìencìegahan, ìedìukasi 

masyarakat, dan advokasi hak anak. Sinìergi dìengan Unit PPA Polr ìesta 

Bandar Lampìung mìenjadi kìunci ìunt ìuk mìemastikan pìerlindìungan 

yang ìefìektif dan pìemìenìuhan hak korban sìecara optimal. Dìengan dìemikian, 

Dinas PPPA bìerfìungsi sìebagai lìembaga stratìegis dalam mìewìujìudkan 

kìeadilan, kìeamanan, dan pìemìulihan bagi anak pìenyandang disabilitas 

korban tindak pidana pìencabìulan. 

2. Pìerlindìungan anak pìenyandang disabilitas korban tindak pidana 

pìencabìulan olìeh Dinas Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan Anak 

(PPPA) Kota Bandar Lampìung mìenghadapi bìerbagai faktor pìenghambat. 

Sìecara normatif, rìegìulasi nasional dan daìerah t ìelah mìengat ìur pìerlindìungan 

anak, t ìermasìuk anak pìenyandang disabilitas, namìun implìemìentasi di 
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lapangan masih t ìerkìendala olìeh kìet ìerbatasan sìumbìer daya manìusia yang 

kompìet ìen, sarana dan fasilitas pìendìukìung, sìerta harmonisasi pìerat ìuran 

yang kìurang jìelas. Faktor pìenìegak hìukìum, sìepìerti kìet ìerbatasan aparat 

yang mìemahami komìunikasi khìusìus dan t ìeknik pìendampingan, t ìurìut 

mìembatasi ìefìektivitas pìerlindìungan. Sìelain it ìu, rìendahnya kìesadaran dan 

partisipasi masyarakat sìerta pìengarìuh bìudaya patriarki dan r ìelasi kìuasa 

yang timpang mìenyìebabkan pìelaporan kasìus sìering t ìerlambat ataìu tidak 

dilakìukan. Mìeski dìemikian, kìebìeradaan Unit PPA, koordinasi d ìengan 

tìenaga pìendamping, dan potìensi nilai bìudaya positif dapat mìenjadi faktor 

pìendìukìung pìerlindìungan. Dìengan dìemikian, kìebìerhasilan pìerlindìungan 

anak pìenyandang disabilitas sangat bìergant ìung pada sinìergi antara Dinas 

PPPA, aparat pìenìegak hìukìum, masyarakat, dan implìemìentasi nilai bìudaya 

yang mìendìukìung. 

 

B. Saran 

Bìerdasarkan simpìulan hasil pìenìelitian t ìersìebìut, maka pìenìulis mìembìerikan 

bìebìerapa saran sìebagai bìerikìut: 

1. Kìepada Dinas Pìembìerdayaan Pìerìempìuan dan Pìerlindìungan Anak PPPA 

Kota Bandar Lampìung pìerlìu mìemprioritaskan pìengadaan fasilitas 

pìelayanan yang aksìesibìel sìerta pìeningkatan kapasitas pìendamping mìelalìui 

pìelatihan khìusìus mìengìenai t ìeknik pìenanganan anak pìenyandang 

disabilitas. Upaya pìencìegahan harìus dimaksimalkan lìewat ìedìukasi sìeksìual 

inklìusif yang mìenyasar orang tìua dan lingkìungan sìekolah lìuar biasa gìuna 

mìenìekan risiko kìekìerasan sìecara mìenyìelìurìuh. Sìelain it ìu, pìengìembangan 

sist ìem int ìegrasi data dan pìelaporan sat ìu pint ìu bìersama Unit PPA Polr ìesta 

Bandar Lampìung sangat dipìerlìukan ìunt ìuk mìenjamin pìemantaìuan hìukìum 

sìerta pìemìulihan hak korban sìecara t ìuntas dan bìerkìelanjìutan. 

2. Dinas PPPA Kota Bandar Lamp ìung pìerlìu mìemprioritaskan pìeningkatan 

kompìet ìensi sìumbìer daya manìusia mìelalìui pìelatihan khìusìus mìengìenai 

tìeknik komìunikasi dan pìendampingan bagi pìenyandang disabilitas gìuna 

mìengatasi kìendala pìenìegakan hìukìum di lapangan. Pìengìuatan sarana dan 

fasilitas pìendìukìung yang aksìesibìel harìus sìegìera diwìujìudkan ìunt ìuk 
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mìenìunjang ìefìektivitas layanan pìerlindìungan bagi korban. S ìelain it ìu, 

dipìerlìukan sosialisasi masif yang mìenyasar kìesadaran masyarakat ìunt ìuk 

mìemìut ìus rantai bìudaya patriarki sìerta rìelasi kìuasa yang mìenghambat 

pìelaporan kasìus. Sinìergi antara pìemìerintah, aparat pìenìegak hìukìum, dan 

tokoh masyarakat jìuga harìus dipìerkìuat mìelalìui harmonisasi at ìuran yang 

jìelas dìemi mìenjamin pìemìenìuhan hak korban sìecara tìuntas dan 

mìenyìelìurìuh. 
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